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Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program 
Kelompok Usaba Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan 

Jenny Elvia Sitanggang 
(elviajenny08@gmail.com) 

Ptognun PliSCilSilljana Uuiversitas Terbuka 

Abstrak 

Program KUBE merupakan salab satu kebijakan perumggulangan 
kemiskinan dengan pendekatan pembenlayaan yang menekankan pada tiga aspek, 
yaitu aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Implementasi 
Program KUBE dilaksanakan melalui bebernpa tabapan, yaitu tabap persiapan, 
tabap pelakS8Dl1811, tabap pengembangan, dan tabap menjalin kemitraan. 

Peoelitian bertujuan untuk peogetabui dan menganalisis tabapan 
implementasi kebijakan perumggulangan kemiskinan melalui Program KUBE di 
Kabupaten Bintan, serta mengidemifikasi faktor-faktor yang mempeogaruhi 
implemeotasi KUBE berdasarkan vsriabel Edward Ill, yaitu komunikasi, sumber 
daya, disposis~ dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode peoelitian 
deskriptif deogan pendekatan kualitatif Sumber data berupa basil wawancara 
terbadap delapan orang informan, observasi pada proses implementasi KUBE, 
serta studi dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan babwa dari sisi tabapan pelaksanaan, 
babwa 600/o KUBE mengalami kegagalan pada tabap penumbuban, hanya 40 % 
KUBE yang mencapai tahap peogembangan, dan 10-15 % diantaranya mampu 
mencapai Tabap kemitraan Faktor peogbambat yang mempeogaruhi kegagalan 
KUBE, yaitu: Sosialisasi program belum disampaikan secara menyelurub kepada 
anggota KUBE, Komitmeo dan profesionalitas peodampingan belum terlaksana, 
serta Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan KUBE yang belum ada. 
Faktor lain adalab penetapan sasaran penerims manfaat prognun KUBE 
berdasarl<an BDT. 

Kondisi demikian membutuhkan langkah-langkah peoyelesaian yang 
konkrit berupa; penetapan target dan indikator capaian KUBE, pelaksanaan 
sosialisasi dan bimbingan tekuis bagi anggota KUBE, sistem peodampingan yang 
profusional, serta peoetapan SOP KUBE sebagai acuan dalam implementasi 
program KUBE. langkah lain yang menjadi prioritas adalab pemutakbiran data 
BDT, sehingga sesuai dengan kondisi kemiskinan di lapangan. 

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan, Program Kelompok 
Usaba Bersama (KUBE) 
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Abstract 

The KUBE program is one of the poverty reduction policies with 
empowerment approach which emphasizes on three aspects, namely institutional 
aspect, social aspect, and economic aspect. The implementation of the KUBE 
Program is implemented tbrough several stages, namely the preparation stage, the 
implementation stage, the development stage, and the partnership stage. 

The research aims to identity and analyze the implementation stages of 
poverty reduction policy through KUBE Program in Bintan Regency, and to 

identity fuctors that influence KUBE implementation based on Edward Ill 
variables, namely communication. resources, disposition, and bureaucratic 
structure. The research used desaiptive research method with qualitative 
approach. The data sources were interviews with eight informants, observation on 
KUBE implementation process, and documentation study. 

The results show that from the implementation stage, 60% KUBE filileds 
at the growth stage, only 40% of KUBE reached the development stage, and I 0-
15% of them were able to reach the partnership stage. Inhibiting factors affecting 
KUBE failure, namely: Socialization of the program has not been submitted 
completely to KUBE members, commitment and professional mentoring has not 
been done, and Standard Operating Procedure (SOP) KUBE implementation that 
bas not yet existed. Another filctor was the targeting of beneficiaries of the KUBE 
program based on BDT. 

Sucb conditions require concrete steps to take the form of; target setting 
and perlhrmance indicators of KUBE, implementation of socialization and 
technical guidance for KUBE members, professinnal mentoring system, and the 
establishment of SOP KUBE as a reference in the implementation of KUBE 
program. Another priority step is the opdating of BDT data, so as to fit the 
poverty conditions in the field. 

Keywords: Poverty Reduction, Empowerment, Joint Business Group Program 
(KUBE) 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Kabupaten Bintan 

Kabupaten Bintan memiliki I 0 wilayah kecamatan dengan 51 

desalk.elurahan yang tersebar di Pulau Bintan dan pulau-pulau di sek:itarnya. 

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0006' 17" -1 °34' 52" Lintang 

Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di Sebelah Barat -108°02'27" Bujur Timur di 

Sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia 

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga 

Sebelah Barat : Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang 

Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat 

• l 
~~ .. ,fl 

i~ l - --
~ ~ 
:.::S: I ---

1 

Gambar4.1 
Peta Wilayab Kabupaten Bintan, (Sumber: Bintan Dalam Angka, 2016) 
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Secara keselwuhan luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 87.717.84 

Km', luas daratannya hanya 1,50 perseu atau sebesar 1.319.51 Km' sata dan Iuas 

lautnya 86.398.33 Km' (98,50 persen). Kecamatan terluas daratannya adalab 

Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503.12 Km' dan Kecamatan terl<ecil 

adalab Tambelan yaitu 169,42 Km'. Kabnpaten Bintan saat ini terdiri dari 240 

buab pulau besar dan keeil. Hanya 49 buab di antaranya yang sudah dihuni, 

sedangkan sisanya walanpWl belum belum berpengbuni sebagian sudah 

dimanfilatkan untuk kegiatan pertanian, kbusnsnya usaha perl<ebunan. Dilibat dari 

topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umunmya 

dibentuk oleh perbukinm rendab membundar yang dikelilingi oleh daerab rawa-

rawa. 

Wilayah Bintan meropakan bagian dari paparan kontinental yang terl<enal 

dengan nama paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda Motfologi, pulau 

Biman tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 

meter dari permukasn !aut. Penonjolan puncak-puncak bultit anatara lain Gunung 

Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil I% meter. Bukit-bultit laiunya 

merupakan bultit-bukit dengan ketinggian dlbawah 100 meter. Bultit-bukit 

tersebut merupak:an daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arab 

Utara dan Selatan dengan pola subparalel, sedangkan pola anak-anak sungainya 

berpola subradial. Sungai-sW>gai itu umunmya pendek-pendek, dangkal dan tidak 

Iebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan berildim tropis. Pada tahun 2015 

di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 24 derajat 

Celcius dan tertinggi rata-rata sebesar 30 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi 
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rata-rata tercatat sekitar 72-% persen. Kecepatan arah angin rata-rata 18 km/jarn 

dengan arah angin cenderung ke Timor Laut. 

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarlatn estimasi tabnn 2015 be!jumlah 

sebesar 153.020 jiwa, terdiri dari 39.079 nnnah tangga (KK). Jumlah penduduk 

1aki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51 %) dan penduduk perempuan sebesar 74.1% 

jiwa ( 48,49 %). Perbandingan antara jumlah penduduk 1aki-1aki dengan 

perempuan (sex nztio) sebesar 106,24. Artinya setiap 100 perempuan batanding 

dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 3,02 % lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalanti 

peningkatan yang siginfikan dari tabun sebe1umnya. Kecamatan yang terpadat 

penduduknya masih tercatat Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk 

tertinggi 41.607 jiwa (27,29 %) sedangkan yang terendab adalah Kecarnatan 

Mantang sebesar 4.168 jiwa (2,75 %). 

Tabel4.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perernpuan di Kahupaten Bintan 
Tahnn2015 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

I Bintan Timor 21.564 20.043 41.607 

2 Gnnnng Kijang 7.285 6.084 13.369 

3 Teluk Bintan 4.871 4.327 9.198 

4 Tuapaya 6.127 5.295 11.422 

5 Teluk sebong 9.506 8.435 17.941 

6 Seti Kuala Lobam 8.601 10.398 18.999 

7 Bintan Utara 11.363 11.381 22.744 

8 Tarnbelan 2.620 2.483 5.103 

9 Mantang 2.297 1.929 4.226 

10 Bintan Pesisir 4.590 3.821 8.411 

KABUPATENBINTAN 78.824 74.196 153.020 

Surnber: BPS Kabupaten Bmtan Tahnn 2016 
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Laju Petumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tahun ke 

tahun menunjukkan angka yang lluktuatif. LPP rata-rata tahun 2010 - 2014 

adalah sebesar 1,63 per tahUit Sedangkan tahun 2015 LPP Kabupaten Bintan 

diestimasi 1,26 % menurun dibanding tahiDl 2014 yaitu 1,34 %. Pertumbuhan 

penduduk merupakan filktor yang dinamis dimana pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bintan yang berada di alas 6% pada tahun 2011 sampai dengan tahun 

2013 disinyalir menimbnlkan daya tarik investasi yang pada akhimya 

berkontribusi cuknp besar pada bertarnbahnya migrasi penduduk dari daerah lain 

ke Kabupaten Biman untuk mencari pekeljaan. 

Angka beban ketergantungan (dependency ratio) atau perbandingan antara 

penduduk yang belum prnduktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (0-4 

tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke alas) dibagi dengan penduduk usia 

produktif (15-64 tahun). Dependency ratio Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 

52,49, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk usia prnduktif menanggung 52 

usia belum/tidak produktif. Hal ini tentu saja berpengaruh pada beban keluarga 

yang pada akhirnya mempengaruhi juga tingkal kesejahteraan masyarakat. 

B. Kondisi Kemiskinan eli Kabupaten Bintan 

Pertumbuhan tenaga kelja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan 

lapangan kelja akan menyebahkan tingkat kesempatan kelja cenderung menurun. 

Secara ummn masalah kependudukan yang dihadapi adalah besarnya angka 

pengangguran dan kemiskinan. Dimana pada tahun 2014 sekitar 8,12 persen dari 

penduduk usia ketja merupakan pengangguran. Hal ini tentu saja berpengaruh 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Bintan. 
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Ditinjau dari tingkat kemiskinan, Kabupaten Bintan masih berada di 

bawab tingkat kemiskinan tingkat Provinsi Kepulauan Riau dau Nasional dimana 

tingkat kemiskinau Kabnpaten Bintan pada 1abun 2015 sebesar 6,00 persen, 

tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,85 persen dau tingkat 

kemisk.inan nasional mencapai 11,13 perseo.. Kondisi ini menwijukkan bahwa 

program penanggulangan kemiskinan eli Kabupaten Bintan relatif1ebih baik. 

Pada 1abun 2005, jnmlab penduduk miskin eli Kabupaten Bintan sebanyak 

17.096 jiwa atau 14,51 persen. Jnmlab ini terus mengalami fluktuasi sehingga 

1abun 2009 menunm menjadi 8.931 jiwa atau 7,01 persen. Jnmlab peududuk 

miskin kembali mengalami peningkatan pada 1abun 2010 menjadi 10343 atau 

7,27 persen, sedangkan 1abun 2011 menurun menjadi 9.300 jiwa atau 6,04 persen. 

Pada tahun 2012 presentasi penduduk miskin Kabupaten Bintan meningkat 

sebesar 0,26 persen yaitu sebesar 6,30 persen. Meningkatnya jnmlab tersebut 

disebabkan tingginya angka inflasi yang mencapai I 0,09 persen dan mernpakan 

angka tertinggi dalarn sepulub 1abun terakbir. Disarnping itu adauya kebijakan 

pemerinlab pusat ted<ait pembatasan ekspor baban mentab sebingga 

mengakibatkan tutupnya beberapa perusabaan tambang di Kabupaten Bintan. 

Pada 1abun 2013 presentase penduduk miskin kembali turun mel\iadi 6,06 persen 

atau turun sebesar 0,24 persen. Pada 1abun 2014 presentase penduduk miskin 

kembali mengalami fluktuasi menjadi 6,32 persen dengan jumlab penduduk 

miskin sebanyak 9.600 jiwa. Pada 1abun 2015 presentase peududuk miskin 

diKabupaten Bintau mengalami penurunan sebesar 32 poin yaitu menjadi 6,00 

persen atau 9.188 jiwa. 
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Penwunan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh banyaknya 

program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bintan sehingga beban peugeluaran masyarakat miskin 

berkurang. Hal mi juga tidak terlepas dari meningkatnya inftastruktur dan 

pelayanan untuk masyarakat di segala bidang khususnya bidang pendidikan dan 

kesehatan. 

Berdasarlcan kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

maka basil SUSENAS yang dilaknkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupateu 

Bintan, digamba!kan proporsi penduduk miskin terbadap jumlah penduduk 

Kabupaten Bintan dari tahuu 20 I 0 sampai dengan 2015 berikut ini. 

Tabel4.2 Proporsi Penduduk Miskin Terbadap Jumlah Penduduk Miskin 
Kahupaten Bintan Tahuu2015 

Jumlah 
Laju 

Jumlah Preseotase 
Tahun Penduduk 

Pertum.buhan Penduduk Penduduk Penduduk 
(Jiwa) (%) Miskin Miskin 

2010 142.300 2.98 10.343 7.22 

2011 149.554 2.92 9.300 6.04 

2012 151.510 3.29 9.545 6.30 

2013 154.616 2.10 9.369 6.23 

2014 151.123 1.34 9.600 6.32 

2015 153.020 1.01 9.188 6.00 

Sumber: BPS Kabupateu Bmtan Tahun 2016 

Selanjutnya sebanm data masyarakat miskin Kabupaten Bintan 

berdasarl<an Pemutakhiran Basis Data Teq>adu tahuu 2015, yang diklasifikasikan 

dalam empat desil, yaitu desill sampai desi14, sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel4.3 Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan 
Berdasarl<an PBDT 2015 

KECAMATAN 
RUMAH 

JIWA 
DESIL DESIL DESIL 

TANGGA 1 2 3 

BINTAN TIMUR 1418 6388 305 1551 2395 

BINTAN liT ARA 764 3365 108 599 1180 

SERIKUALA 
646 3068 78 582 1155 

LOB AM 

TELUK SEBONG 586 2742 156 656 935 

TELUKBINTAN 466 1954 39 414 721 

GUNUNG KUANG 469 2253 45 455 822 

TOAPAYA 420 1792 71 378 581 

MANTANG 159 646 63 208 167 

BINTAN PESISIR 413 1874 Ill 489 615 

TAMBELAN 590 2759 180 661 937 

JUMLAH 5.931 26.841 1.156 5.993 9.508 

Sumber. TNP2K, Data diolab Bappeda Kabupaten Bmlau tabuu 2016 

DESIL 
4 

2137 

1478 

1253 

995 

780 

931 

762 

208 

659 

981 

10.184 

Berdasarl<an tabe1 di atas dapat dilihat babwa rumab tangga miskin di 

Kabupaten Bintan terbanyak pada desil 4 yang beijumlab 10.184 jiwa, hal ini 

dapat diartikan babwa ke1ompok masyarakat pada taraf rawan miskin ( 40 persen 

tingkat kesejalueraan terendab) memiliki jumlab yang cukup tinggi yaitu 6,65 % 

darijumlab penduduk Kabupaten Bintan tabuu 2015. 

C. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bintan 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan pencapaian daya 

beli (Purchasing Power Parity) masyarakat K.abupaten Bintan yang diukur 

berdasarkan pendapatan riil per kapita per tahun menunjukkan adanya 

peningkatan dari tabuu ke tabuu. Pada tabuu 2014 pendapatan riil per kapita 
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mencapai sebesar Rp. 13.477.450,- menjadi Rp. 13.596.240,- tahun 2015. Dengan 

demikian indeks daya beli penduduk Kabupaten Bintan mengalami peningkatan, 

dari 79;3 poin tahun 2014 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2015. Peningkatan 

ini tidak terlepas dari pengaruh kinelja makro dan mikro ekonomi. Hal ini 

tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup 

terkendali. 

Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang menunjukkan 

kecenderungan mengalami perubahan-perubaban yang dapat mempengaruhi daya 

beli masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan program 

Peningkatan Ketahanan Masyarakat, program Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggolangan Kemiskinan, serta program lainnya sebingga kebutuban dasar 

masyarakat terutama masyarakat miskin dapat terpenubi dalam rangka 

mendukung daya beli masyarakat. 

Dari berbagai upaya pelaksaruum program dan kegiatan pembaogunan, 

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telab menunjukkan manfilat (outcome) 

yang menggembirakan, adanya penurunao jumlab penduduk miskin dari 10.545 

jiwa atau sebesar 7,34% taiiUn 2010 menjadi 6,60% atau sebesar9.188jiwa pada 

tahun 2015. 

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program­

program percepatan penanggolangan kemiskinao yang dilakukan dengan (I) 

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan 

kernampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan 

78 

43323.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan 

dan prognun penanggulangan kemiskinan. 

Tiga agenda pokok prognun Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Bintan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 yaitu: 

I) Prognun Pemenuban Hak-hak Dasar Masyarakat Miskinffertinggal; yang 

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu (!) peningkatan pelayanan 

kesebatan ibu keluarga miakin, (2) peningkatan kesebatan anak (bayi) keluarga 

miakin (3) perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/Desa Tertinggal 

(4) pengobatan gratis bagi penduduk miskin!desa tertinggal (JAMKESDA), (5) 

pemberian beasiswa bagi SMA/MNSMK dari Keluarga Miskin/Desa 

T ertinggal. 

2) Program Rumab Layak Huni; melalui kegiatan Bantuan Rebabititasi Sosial 

Rumab Tidak Layak Huni, termasuk fasilitas jamban keluarga bagi keluarga 

miskin. 

3) Program Pembinaan Unit Usaba Penduduk Miskin I Tertinggal; melalui 

Kelompok Usaba Bersama (KUBE) keluarga miakin. 

Alokasi anggaran untuk program penanggulangan kentiakinan di 

Kabupaten Bintan, disamping bersumber dari dana APBN dan dana 

dekonsentrasi, juga berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD 

Kabupaten Bintan, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut. 
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Tabel4.4 Jumlab Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan 
Sumber Pembiayaan Kabupaten Bintan Tabnn 2011-2016 

Somber Dana 
No Tabun Jumlab 

APBDI APBDII 

I 2016 - 26.384.674.170 26.384.674.170 

2 2015 28.788.290.005 14.394.145.002 43.182.435.007 

3 2014 25.255.668.171 12.627.834.085 37.883.502.256 

4 2013 22.804.823.011 11.653.473.231 34.458.296.242 

5 2012 28.399.3 23.097 14.462.336.031 42.861.659.128 

6 2011 32.042.718.480 17.169.196.840 49.211.915.320 

Sumber: Bappeda Kabupaten Bmtan Tabun 2016 

Pada tabun 2016 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Bintan banya berswnber dari APBD Kabupaten Bintan. hal ini 

dikarenakan nota kesepabaman tentang sharing anggaran untuk penanggulangan 

kemiskinan antara Pemarintab Provinsi Kepulauan Riaua dengan Pemerintah 

Kabupaten Bintan telab berakbir sejak bulan Maret 2015. 

D. Implementasi Program KUBE di Kabupaten Bintan 

Penelitian ini merupakan eksplorasi atas dua pertanyaan penelitian, yaitu 

bagaimana proses impJementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

Kelompok Usaba Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan serta filktor-filktor apa 

saja yang mempengarulti implementasi program pembinaan Kelompok Usaba 

Bersarua (KUBE) di Kabupaten Bintan. 
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Pelaksanaan KUBE di Kabupaten Bintan sudah dimulai sejak tahun 2002 

sampai dengan saat ini. Sumber dana utama untuk pelaksanaan program KUBE 

bersumber dari APBN maupun dana dekonseutrasi, sedangkan untuk dukungan 

untuk operasional dau pernbinaan lanjut KUBE berasal dari APBD Kabupaten 

Bintan. Peneliti membatasi focus peuelitian pada KUBE yang terbentuk dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Bintan sebagaimana pada 

label berilrutnya. 

Tabel4.5 Daftar KUBE Kabupaten Bintan Tahun 2010 s/d2016 

DAFTARJUMIAH ICUBE KABUPATEN BINTAN DARI TAHUN 2010 S/D 2016 

I ..,I ,...,. .. .... ... ""' .... .... ""' au ... 
1 IWJAN TIMIJR ,. ' ' ' • .. 
2 BINTAN I'BIS&R ' l ' • 8 n 
' .......... • 
4 6UNUNG ICIJAHG ,. ' l l ' ... 
s TB.Uil5EIONG ,. 

' " " " S 81NTAN UTNIA " ' " ' " ' .. 
7 SQIItUAlA \DMM • • " ' • .. " " I TB.UI: liiHTAN • ' l • ' .. 
• ........ ' ' .. ' .. ,. ,...,. ' " u ....... .. " " " " .. .. .. 

Sumber. Dmas Sostal Kahupaten Bmtan Tahun 2016 

Kelompok Usaba Bersama (KUBE) di Kabupaten Bintan melakukan 

berbagai macam jenis Usaha Ekonomi Produktif, baik yang dikelola secara 

bersama-sama dalam satu kelompok maupun dalam beberapa sub kelompok. 

Berdasarkan basil pengmnpulan data di lapangan, beberapa jenis usaha KUBE di 

Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut. 

81 

43323.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel4.6 Daftar Jenis Usaba KUBE Kabupaten Bintan 

No Jenis Usaha Jumlah 

I Nelayan 9 

2 Warung 33 

3 Petemalam 33 

4 Perikanan darat (tambak) 10 

5 Pertanian I Perkebunan 43 

6 Kerajinan Tangan (Souvenir) 10 

7 Industri Rumaban (Olaban Makanan Ringan) 158 

8 Jasa Lainnya (Pertukangan, Bengkel, Tukang Jabit) 6 

Jumlah 302 

.. 
Sumber: Hasil Penelitian 

Secara nmum jenis usaba KUBE di Kabupaten Bintan adalab produk-

produk industri rumaban yaitu sebanyak 52 o/o, antara lain olaban makanan ringan 

berupa krupuk ikan, kripik, kue basalt, maupun kne kering. 

Implementasi Prognnn KUBE di Kabupaten Bintan mengikuti alnr dan 

tabapan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Petujuk Pelaksanaan dan Petunjuk 

Teknis oleh Kementerian Sosial RI, yang meliputi tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengembangan usaha dan tahap menjalin kemitraan. Proses 

implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan sebagaimana dikemnkakan 

oleh narasumber RR Novia Ngesti sebagai berikut: 
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"Untuk alur pelaksanaan KUBE itu, yang pertama, tentunya saja ada 
perencanaan atau pmiapan. Habis itu, kita dapat beberapa tabapan di 
dalamnya. Kemudian, setelah persiapan atau perencanaan itu sudah selesai 
dilaksanakan tabapannya, barn kemudian pelaksanaan. Setelah 
pelaksanaan, tentu saja, karena ini adalah prognun untuk pengembangan 
masyaraka~ jadi tidak berbenti begitu saja. Setelah dilaksanakan itu barns 
ada pengembangannya lagi. Setelah dikembangkan lagi, masih ada 
kegiatan lagi untuk menuju ke mandiri adalah kita barns memiliki 
kentitraan dengan dania usaha atau dengan dinas yang lain. Seperti itu lab 
alumya." 

Jawaban responden tersebut menggambarkan alur pelaksanaan prognun 

KUBE di Kabupaten Bintan yang sudah meugacu pada mekanisme dan prosedur 

yang sudah ditetapkan dan berlaku urnum bagi prognun KUBE di seluruh 

Indonesia. 

Tahapan pelaksanaao KUBE berlangsung dengan segala diruunika dan 

persoalan di lapangan, artioya bahwa satu KUBE dengan KUBE lain menjalani 

sebuah tahapan dengan pola dan capaian yang berbeda. Satu KUBE bisa mencapai 

tahap pengembangan dan tahap menjalin kentitraan dengan baik dan lancar, 

narnun KUBE lain bisa berakbir banya pada tahap penumbnlum dan kemudian 

tidak aktiflagi. 

I. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi tahap orientasi dan observasi, registrasi dan 

identifikasi, perencanaan prognun, pelaksanaan penyulnlum sosial dan bimbingan 

pengenalan masalah serta bimbingan motivasi. Pada tahap ini keluarga miskin 

dihadapkan dan dikenalkan dengan permasalahan yang mereka badapi, sehingga 

bersama-sama mampu memikirkan dan membuat rencana-rencana tentang apa 

yang akan d.ilakukan, dan bagaimana melakukaiUlya, serta siapa yang akan 

melakukan. 
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Program KUBE sebagai program pemberdayaan masyarakat. idealnya 

bersifilt bonom-up, dengan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleb 

pelaksana dari level paling bawah yaitu Pendamping KUBE sampai dengan Tim 

Teknis Kabupaten dau berjenjaug sampai ke Provinsi dau Pemerintah Pnsat 

melalui Kementerian Sosial. Penumbuban KUBE sebarusnya labir dari inisiatif 

masyarakat miskin itu sendiri dengrm difasilitasi dan dimotivasi oleb Pendamping 

program. Sebelum Tahun 2014 penumbuban Program KUBE berjalan secara 

bottom-up, dimana pendamping pada masing-masing wilayah dampingannya 

melaknkan langkah-langkah penumbuhan KUBE dengrm metode pendekatan 

pemberdayaau kepada masyarakat miskin. Pendamping melaknkan identifikasi 

kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya diberi motivasi dan pemahaman 

tentang KUBE. Kemudian dari beberapa keluarga miskin yang dimotivasi sepakat 

untuk mernbentuk KUBE, yang akan diusulkan sebagai caJon penerima program 

bautuan KUBE dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataau Pendamping 

KUBE, Yufiiadi, sebagai berikut: 

"Mulai dari caJon terbentuknya kelompok tersebut ada 2 hal kalau menurut 
saya. Satu, masyarakat yang berinisiatif membentuk KUBE itu sendiri. 
Kedua, inisiatif dari saya sebagai pedamping untuk menyaring atau 
menseleksi masyarakat di wilayah saya yang masuk kategori orang miskin 
untuk dijadikan kelompok KUBE tersebut (Hasil wawancara tanggal I 
Agustus 2017 ). " 

Hal yang samajuga disampaikan oleh Tim Telmis Dinas Sosial, RR Novia 

N gesti, sebagai beriknt: 

"Awal mulanya adalah usulau dari bawah. Jadi, banyak sekali proposal­
proposal dari masyarakat yang masnk dau kemudian proposal itu, atau 
masyarakat yang mengajukan itu, k:ita harus observasi duJu, seperti apa 
kesnngguhan mereka dalam melaksanakan kegiatan KUBE. Kemudian 
diidentifikasi, apakah peserta yang mengajukan bantuan ini sudah sesuai 
dengrm !criteria yang ditetapkan oleh pusat. Karena, selakn pemilik 
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anggaran, pusat juga memiliki petuujuk teknis pelaksanaan dimana ... 
meliput ada bebell!pa kriteria yang barns kita jalankan. Jadi itu tidak bisa 
Iori atau lepas dari kejadian itu. Dan kemudian, kelika kita sudab 
melakukan identifikasi, kemudian kita seperti 'ok KUBE ini bisa masuk, 
KUBE ini tidak'. ltu kan seperti registrasi ya beutuknya (Hasil wawancara 
pada tanggall Agustus 2017)." 

Pada perlrembangan selanjutnya tabap pmiapan ini meugalami perubahan 

dau kecenderungan dengan sclera pentilik program, yaitu Kementerian Sosial Rl. 

Bahwa peuetllpan sasanm program deugan sistem peuyampaian infunnasi kuota 

dan alokasi program ke daerab pada awal tabun beljalan, sehingga perencanaan 

awal menjadi tidak memiliki peran penting lagi. Mekanisme peuetapau calon 

peuerima bantuan program T-1 tidak beljalau dengan baik sebingga daerah tidak 

memiliki kepastian dan jamimm tentang realisasi prognun pada tabun berikutnya. 

Langkah yang disesuaikan daerah adalah dengan menunggn kuota alokasi 

anggaran prognun pada awal tabun, kemudian melakukan tangkab-tangkah 

persiapau seperlunya. Tentn saja kualitas perencanaan yang dilakukan dengan 

terburu-bum akan berpengarub pada keberlaugsungan KUBE setanjutnya. 

Perubahan lain yang siguifikan pada tabap ini adatab sistem peuetapan 

sasaran program, yang semula adalah berdasarkan kondisi kemiskinan riil di 

lapangan, kemudian berubab menjadi penetapan yang semi top-down. Penetapan 

sasaran prognun dilakukan setelah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi 

anggaran Prognun KUBE baik bersumber dari APBN melalui Kernenterian Sosial 

RI, maupllll APBD Provinsi melalui dana dekonsentrasi serta APBD Kabupaten 

Bintan. Penetapan sasanm program ini didasaikan pada kriteria-kriteria rumah 

tangga sasaran prognun yang telab ditetapkan dalam Petuujuk Tekuis maupun 

Petnnjuk Pelaksanaan Prognun. 
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Progrnm KUBE dengan sumber dana APBN dan dana dekonsentrasi 

melalui Provinsi Kepulauan Riau, memiliki ketentuan yang baku dalam penetapau 

sasarau progrnm, dimana keweuangau berada di tangau pemerintah pusat yaitu 

Kementerian Sosial RJ berdasarkan Basis Data Terpadu (BD1) Kemiskinan 

Daerab yang ditetapkan oleb Tim Nasional Pen:epatan Penanggulangau 

Kemiskinan (TNP2K), yang merupakan basil pendataan Badan Pusat Statistik 

(BPS). 

Rumah tangga yang menjadi sasarau Progrnm KUBE adalah keluarga 

miskin yang memenuhi 14 kriteria inti sesuai indikator yang telah ditetapkau oleh 

BPS yaitu sebagai beriknt: 

a. Luas lantai per anggota rumah tangga mmah tangga/keluarga knrang 
dari 8 meter persegi, 

b. Jenis lantai rumah bernpa tanah/papan dengan kualitas rendah, 
c. Jenis dinding mmah berupa bamboo atau papan deogan kualitas reudah 
d. Fasilitas huang air besar belum ada, 
e. Sumber air minim bukan air bersih, 
f Peoerangao yang digunakan bukan listrik, 
g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang, 
h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali, 
i. Tidak memiliki kemempuan membeli daginglsusu/ayam dalam 

seminggu, 
j. Tidak memiliki kemempuan membeli haju baru setiap ART, 
k. Tidak memiliki kemampuau berobat di Puskesmas!Polildinik, 
I. Lapangao pekeijaau berupa petaui gurem, nelayan alau pekebun, 
m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SO atau belum sekolah, 
n. Tidak memiliki assetlbarang berharga minimal Rp. 500.000,-. 

Kriteria laiunya adalah, berada dalam usia produktif yaitu 18 -58 tahun (pada 

saat menerima bantuan program), memiliki embrio usaba atau memiliki minat dan 

semangat yang kuat untuk berusaha, baik secara perorangan maupun 

berkelompok. Ha1 tersebut sebagaimana pemyat:aan dari infonnan, Rom Novia 

Ngesti, S.IP sebagai Tim Teknis Progrnm KUBE yaitu Dinas Sosial Kabupaten 
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Bintan, melalui wawancara pada tanggal I Agustus 2017, yang menyatakan 

sebagai berikut: 

"Sesuai dengan Juklak dati kemeuterian, bahwa peserta KUBE, atau calon 
penerima KUBE, hams ada dalam data BDT. ltu adaiah ketentuan mudak 
ya yang harus kita laksanakan di lapangan Jadi, selain itu, selain dia harus 
ada di data BDT - yaitu data kemiskinan daerah yang sudab ditetapkan 
oleh kementerian pusat melalui TNP2K- selain itu adalah dia usianya usia 
produktif. Jadi anlanl 18 tahun sampai dengan 58 tahun. Selain itu, dia 
harus sudah menikah. Jadi tidak bi.sa, walanpun dia usianya produktiftapi 
dia belum menikah, prognmmya bukan KUBE filkir miskin." 

Basis Data Terpadu kemiskinan daerah diserahkan oleh Kementerian 

Sosial RI ke masing-masiug Kahupaten!Kota yang mendapat alokasi angganm 

untuk Program KUBE. Selanjutnya Kahupaten!Kota melakukan veritikasi dan 

validasi data di lapangan, untuk memastikan apakah yang bersangkutau masih 

berdomisili di wilayah tersehut atau sudah pindah, dan juga terhadap kepala 

keluarga yang kernungkinan sudah lanjut usia (nonproduktit) serta meninggal 

dunia. Fungsi verifikasi dan validari barn sebatas pada verifikasi keberadaan cal on 

sasaran program, tidak menyentub pada aspek perbaikan dan akmasi data. 

Ketepatan sasaran program sangat berpengarub pada keberhasilan program 

pada tahap selanjumya, karena bal ini akan berdampak motivasi dan minat 

anggota untuk mengembangkan KUBE. Anggota KUBE yang bergabung atas 

kesadaran sendiri dan atas dorongan kebutuban untuk bergabung, akan 

rnenunjukkan motivasi yang tinggi untuk berkembang, namun anggota yang 

banya bergabung karena ditunjuk berdasarkan BDT, kurang memiliki motivasi 

untuk untuk aktif dalam KUBE. Berkaitan dengan hal tersehut, Sri Rejeki selaku 

Kasubag Program Dinas Sosial Kabupaten Bintan menyampaikan sebagai berikut: 
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"Kadang terl<esan kita paksakan gitu, karena memenuhi sylll1ll dari 
kementerian, nah saya pikir ketika seseorang diberi bantuan tetapi 
sebenamya elia tidak begitu membutubkan bantuan itu, tentu motivasi elia 
untuk memaofuatkan bantuan itu tentu tidak sarna dengan seseorang yang 
sangat membutubkan tetapi tidak diberi, saya pikir itu menjaeli saJah satu 
akar mengapa dari sekian banyak KUBE yang terbentnk itu tidak 
semuanya atau banya 60 % yab yang bisa sampai saat ini bertaban (Hasil 
wawancara 1llnggal6 Oktober 20 17)." 

Fakta yang ada eli lapangan adalab babwa tingkat akurasi data kemiskinau 

yang tertuang pada BDT masing belum valid, hal ini diketabui dari tingginya 

komplain masyarakat terbadap pemberlakuan BDT dalam penetapau sasaran 

program. Terdapat keluarga miskin yang tidak berbak meudapat program 

peuanggulangan kemiskinan baik melalui KUBE maupun program lain, 

dikareuakan mereka tidak terdaftar dalam BDT. Sebaliknya terdapat keluarga 

yang sudah masuk kategori mampu, namun mendapatkan program 

peuanggulangan kemiskinan seperti KUBE, PKH, Rastra dan sebagainya, kareua 

mereka terdaftar dalarn BDT. Hal ini sesuai deugan peruyataan beberapa 

infonnan, antara lain RR Novia Ngesti, dari Tim Tekuis Dinas Sosal, sebagai 

berikut: 

"Ok, kalau bicara kita masalab BOT, itu sangat banyak permasalaban di 
dalanmya. Karena BDT ini, yang mengelola atau mengeluarkan data, 
awal mulanya adalab melalui proses BPS. Setelab BPS kernudian eliolab 
TNP2K ya - Tim Peuanggulangan Kemiskinau. Nab kamudian 
elitetapkan. Kalau penggunaan BDT ini, kita sudab diatur, babkan eliatur 
dalarn undang-undang. Undang undang tentang pemmganan filkir ntiskin, 
babwa untuk penanganan filkir miskin kita wajib menggunakan data 
BOT. Tetapi mernang pada keuyataannya, di lapangan, data BOT ini 
tidak sesuai deugan apa yang ada eli lapangan. Masih banyak miss-ntiss 
atau selisih-selisih, dimana sebenamya nnmg yang sudab tidak layak lagi 
masnk data BDT masih berada di dabun data BOT. Dan anggota 
masyarakat lain yang berada eli lnar data BOT, padahal elia kondisi 
perekonomiannya di bawah garis kemiskinan itu belum masuk data BDT 
(Hasil wawancara 1llnggall Agustus 2017)." 
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Hal seoadajuga disampaikan oleh informan Yufiiadi, Pendamping KUBE, 

melalui wawancara pada tanggal 4 Agustos 2017, sebagai berikut: 

"Apalagi dengan aturan sekanmg yang masuk pada BOT ya. ito saya 
mengalami kesulitan , karena jujur Sllia ada yang di luar BOT seheoarnya 

layak dibantu, ada yang sudab di BOT mereka sudab oggak layak dibanto. 

Jadi kalau cendenmg I 00% mengacu pada aturan, aman mungkin dari segi 
administratiftapi dari segi hati nurani saya nggak sanggup." 

Upaya untuk meningkatkan akunlsi BOT sudab dilakukao oleh 

Kementerian Sosial RI, yaito dengan memberikan kewenangan kepada 

Kabupaten/Kota untuk melakukao verifikasi dan vahdasi data BOT setiap enam 

bulan sekali, yaito melalui forum musyawarah desa dan ke!urahan. Namun pada 

pelaksanaannya, hal ini masih su1it untuk diterapkan, karena mekanisme 

perubahan data yang cukup rumit. Sehagaimana disampaikan oleh infonnan Sri 

Rejeki, Kasubag Program Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dalam wawancara 

tanggal6 Oktober 2017 sehagai berikut: 

"kesuhtan ktuui sebenamya dengan kewenangan yang diberikan oleh pusat 
untuk memveri-vaa ketika kita ini sudah coba lakukan yaitu veri-vali data 
ini, ketika kita sampaikan ke pusat temyata masih hanyak aturan-aturan 
yang harus kita lakukan/ikoti dan tetap berpatokan kepada mereka. Ketika 
ini data kita veri-vall, mereka yang akan meng-entry-nya ke dalam sistem, 
jadi tidak ada jaminan data yang kita verivali ini akan terakomodir ke 
dalam data BOT untuk penetapan BOT tahun berikutnya. Jadi kan dilema 
ini untuk pemerintah daerah, kita sudab dengan desa kecamatan berl<oar­
koar, kita akan melakukan verivali data kemiskinan, semua 
bergotongroyong melakukan veri-vall ini, selesai dalatn waktu satu bulan, 
kita kirim ke pusat, yah disana ya seperti ito, jadi sepertinya mereka hanya, 
menurut saya hanya sih ya hanya menyenangkan hati sesaat aja, supaya 
mereka tidak disalahkan, mereka banya mencari pembenaran diri, tapi ya 
gito, sudab berapa ktdi data ktuui usulkan sesuai dengan furmat yang 
mereka berikan ito, tapi belum pemah diakomodir." 

Pernyataan dari beberapa informan tersebut menggambarkan pemaluunan 

yang sama atara Tim Teknis Dinas Sosial manpun Pendamping KUBE tentang 
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mekanisme dan proses penetapan sasaran Program KUBE. Berdasarkan paparan 

tersebut, dikelahui bahwa proses penetapan sasaran program adalah bersiliot top 

down, yaitu Kementerian Sosial menyampailom data BOT dari TNP2K kepada 

Kahupaten!Kota untuk selanjutuya diverifikasi dan divalidasi menjadi caJon 

penerirna Program KUBE. Proses ini menjadi kendala pada tataran 

impJementasinya. dimana inclusion error dan exclusion error BDT masih cukup 

signifikan, sebingga mengakibatkan kesulitan bagi Pendamping KUBE maupun 

Tim Teknis dahun proses seleksi. Di sisi lain tingginya komplain masyarakat 

maupun aparat desa/kelurahan terbadap penetapan sasaran program, karena tidak 

sesuai dengan kondisi kemiskinan di wilayalmya. 

Langkab selanjntoya setelah dilakoka.n verifikasi dan validasi data BOT 

kemudian dikirim ke Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Provinsi untuk dana 

dekonsentrasi untuk dilakukan penetapan sasanm penerima bantuan program 

sesuai basil laponm tim verifikasi dan validasi. Pada tabap ini caJon penerima 

program yang telah diverifikasi belum diberikan pemahama.n tentang KUBE, 

sampai ada SK penetapan dari pemilik anggaran, untuk mengantisipasi 

kemungkinan teljadinya perubahan lokasi dan alokasi angga.nm, yang sering 

menimbulkan kekecewaan dari caJon penerima bantuan program. 

2. Tabap Pelaksanaan 

Tahapan ini meropakan langkah selanjntuya setelab sasaran penerima 

program KUBE ditetapkan melalui Sumt Kepntosan dari pemilik anggamn. 

Bebempa kegiatan yang dilakuka.n pada tabap ini antara lain: rekrotmen 

pendamping, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan stimulan 

pennodalan KUBE. Kementeria.n Sosial RI memiliki tiga direktomt yang 
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menangani permasalahan kerniskinan dengan pendekatan wilayab, yaitu 

Direkturat PFM Perkotaan, Direkturat PFM Perdesaan, dan Direktorat PFM 

Pesisir, Pn!Jiu-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Ketiga Direktorat 

tersebut merniliki kesamaan secara umum, namiUl pada tahap pelaksanaan juga 

memiliki perbedaan satu dengao yang lain. 

Pada tiga direktorat tersebut memiliki keteotuan dan mekanisme yang 

sama dalam hal pendampingan, dimana sebelum peoetapan sasaran penerima 

baotuan, dilaknkao seleksi peodamping program, yang akao bertugas 

mendampingi KUBE mulai tahap perencanaan yaitu peo)'USUOan proposal, 

mendampingi KUBE dalam menjahmkan UEP maupW1 kelembagaan serta 

kegiatan sosial, sampai dengan mendampingi KPM dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan maupun laporan rrnin. lainnya. Pendamping 

memiliki pecan panting dalam keberlangaWlgao KUBE. Kineija pendamping juga 

sangat mempengarula kinetja KUBE dampingannya, hal ini disampaikan oleh RR 

Novia Ngesti, sebagai berikut 

"Ya. Tentu s'!ia im betpengaruh sekali dengan ktmjungao dan kebetbasilan 
dan Kelompok Usaha Bersama itu sendiri. Ketika pendamping tidak aktif 
dalam mendampingi, masyarakat tentu akao merasa bahwa dia ketika 
diberikan bantuan dia merasa diabaikan, itu dia melemah. Jadi, semangat 
pada awal mereka mendapatkan sosialisasi bahwa bantuan Kelompok: 
Usaha Bersama seperti im, seperti ini setelah mendapatkan sosialisasi, 
mereka merniliki semangat yang tinggi. Tapi ketika pendampingnya 
sendiri tidak bisa membetikan perhatian yang lebih atau yang cnkup 
kepada KUBE, tentu s'!ia KUBE akan melemah. Dengan melemahnya 
semangat itu tad~ tentu saja akan melemah juga pelaksanaan program dan 
tingkat keberhasilan KUBE juga akan secara otomatis akan menuruo. 
(Hasil wawancara tanggal, I Agustus 2017)" 

Selanjutnya pada tabap pelaksanaan ini dilakukan kegiatan sosiaJisasi 

dan bimbingan teknis. Bimbingan teknis adalah kegiatan peningkatan 

keterampilan dan kemampuan KPM yang berkaitan dengan penataan 
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kelembagaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial, dan pengelolaan usaha 

ekonomi KUBE. Kegiatan ini sangat penting mengingat keterbatasan kemampnan 

anggota KUBE dalam pengelaolaan KUBE, dengan pendidikan yang rendah, 

pengalaman yang terbatas, wawasan terl>atas, dan berbagai keterbatasan lain yang 

melekat pada diri anggota KUBE. Secara ummn kegiatan sosialisasi dan 

bimbingan telmis diserabkan kepada kabupatenlkota, sebingga terlaksananya 

kegiatan ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran di daerah. Dengan 

demikian ada kemungkinan penyaluran bantuan stimulan tidak didabului dengan 

pembekalan KPM melalui sosialisasi atau bim.bingan teknis. 

Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi sasaran penerima program 

merupakan pembekalan bagi penerima manfaat program tentang hakekat KUBE, 

hak dan kewajiban sebagai anggota KUBE, penjelasan tentang aspek 

kelembagaan, ekononti dan aspek sosial KUBE, bimbingan tentang pentilihan 

jenis nsaba, serta bimbingan teknis mengenai cara mengelola UEP dalam KUBE, 

mengendalikan knabtas produk, pengembangan usaba dan menjalin kentitraan. 

Bimbingan Teknis melibatkan stakeholder yang berperan dalam pemhinaan 

KUBE seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Petemakan, dan dinas lain yang berkaitan 

dengan jenis usaba yang akan dilakukan oleh KUBE. 

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penerima 

manfuat program akan mempengaruhi kemampnan pengelolaan KUBE oleh 

anggotanya di kemudian bati. Gambaran tentang kondisi pelaksanaan sosialisasi 

dan bimbingan tekais ini disampaikan oleh Kasubbag Program Dinas Sosial, yang 

merasa bahwa pelaksanaannya belum dapat menyentuh secara keseluruhan 
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anggota KUBE, baru sebatas pengurus dan dengan waktu yang singkat, dapat 

dilihat dari basil wawancara sebagai berikut 

"Ketika kementerian memberi program, ada juga dioosialisasikan kepada 
calon peuenma, tetap1 nusalnya Peserta 50 yang bisa difasilitasi banya 
ketua_ dan bendabara atau sekretaris, jadi tidak semua sasaran ini 
mengikuti SOSJalisaSJ dan kita. tidak begitu..begitu.. apakab nanti 
peugurus yang ikut sosJa!JsaSI nu akan memberi atau mentnmsfer ilmu 
yang diperoleb ke anggota yang lain, sehingga ini juga menjadi salab 
'"tu kendalanya mengapa mereka tidak berkembang, terus ini bimbin 
nu 1"80: 1om h:soonya clengan waldu yang sangat slogkat, jodl sek:.; 
mensosialisasika kube itn ini, tngas ibn-ibu in~ jadi katau diberi waktn 
lagi seperti peujetasan, cara-<:ara membuat laporan, itn perlu juga, apa 
gunanya berkumpul dalam kube, itu sepertinya belumlab. Walaupun dari 
pemerintab daerah sebenarnya sedapat mungkin menyediakan daua 
..sbariD& UDbJlr.: himbipttaA kPitA~A.- ~'"""' ;,.t ...._,; f1'tM1 iiP!IMitl 
_... yang terbelllS sdiiJI@Ill tidak - bisa ....,.,_ (Hloil 
wawancara tauggal6 Oklober 2017)" 

Alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan telcnis yang 

belum dapat menjangkau seluruh anggota KUBE kemudian diatasi dengan 

memberikan pembekalan yang intensif kepada para pendamping, sebingga 

diharapkan peudamping akan melakukan tUng.i sosialisasi kepada masing-masing 

KUBE dampingannya melalui pertemuan rutin KUBE. Hal ini sebagian beJjalan 

dengan bail<, namun sebagian pendamping tidak melakukan tngas ini sebagaimaua 

mestinya. Sesuai dengan penjelasan Yufriadi, Pendamping KUBE menyampaikan 

sebagai berikut: 

"Sudab terlrumpulkan calon kelompok tersebu~ saya akan 
meoyampaikan sosisalisasi awal tentang KUBE kepada mereka. ltu yaog 
saogat penting menurut saya, agar mereka tidak salab pabam atau 
mispersepsi teotang apa itu KUBE, apa tanggnng jawabnya dan apa 
tnjuau membentuk KUBE. Jadi sebelum bantnao tnrun atau sebelum 
mereka teibentuk menjadi KUBE, mereka sudab pabam akan 
konsekuensi mereka dalam kelompok tersebut. Kadangkala ada yang 
sudab saya sosialisas~ mereka malab bubar. Jadi tidak sauggup dengan 
apa yang saya sampaikan, beban yang akan mereka tangguug selain dari 
hak yang akan mereka dapatkan. (Hasil wawancara tanggal 4 Agnstus 
2017)" 
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Kegiatan pokok dalam tahap pelaksanaan adalah penyalurnn bantuan 

kepada KPM, penyaluran bantuan stimulan pennodalan ini dilakukan secara 

berkelompok dan dengan jwulah yang disesuaikan dengan jwulah anggota. 

Anggota kelompok berkisar antara 7 sampai dengan I 0 o111llg, dimana masing­

masing orang mendapatkan 2 juta rupiah untuk modal usaha yang bisa dikelola 

secara berl<elompok maupun sub-sub kelompok berdasarkan jenis usaha yang 

ditekuni. Alokasi bantuan per kelompok berlcisar autara I 4 - 20 juta rupiah, 

sebagaimana disampaikau oleh RR Novia Ngesti, sebagai berikut: 

"Penumbulum dari kementerian baik secara laugsuug maupun melalui 
dana dekon sebesar 20 juta per kelompok. Atau, I kelompok kan 10 
orang, bisa dikatakan 2 juta per orang. (Hasil wawancara tanggal I 
Agustus2017)" 

Besaran bantuan tersebut dinilai sudah mencuk:upi untuk jenis usaba 

kecil yaug dikelola oleh KUBE, yang terpenting adalah keseriusan dan 

kedisiplinau dalam mengelola usaha. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh RR 

Novia Ngesti, yaitu: 

"Dana ini cukup. Cukup untuk penumbuban usaba, asaJ dijalankan 
dengan sunggub-sunggub, dengan disiplin dan tekun. Karena dana 
sebesar 2 juta per KK ini, kami rasa juga dari kementerian sudah diloiji 
secara mendalam kenapa kok sampai muucul augka 2 juta ini. Jadi, 
sepertinya ketika apa yang sudah dilakukan, cukup untuk membuat 
sebuah usaha untuk stimulau. Karena bantuan KUBE ini adalab juga 
bantuan stimulan, dimaua dia sebagai perangsaug atau sebagai dana 
dimaua ketika masyarakat mendapaikan dia memiliki semangat tiuggi 
sebingga dengan itu lab bisa digunakau sebagai dana stimulan. Jadi, dia 
pun, jika ada dana-dana Jain yang bisa dia gunakan, akan dia masukkan 
untuk usaha itu. (Hasil wawancara tanggal I Agustus 201 7)" 

Pengelolaan usaha dalam KUBE pada awalnya adalab secara 

berkelompok, namun kemudian dilakukan penyesuuian dengan memberi pilihan 

kepada anggnta untuk mengelola UEP secara peroraugan, namun masib dalam 

ikatan ke1ompok maupun secara kelembagaan dan sosial Masing-masing 
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memiliki kelemahan dan kekuatan, sebagaimana disampaikan Pendamping 

KUBE, Yufiiadi, sebagai berilrut: 

"Ada 2 macam KUBE menurut saya Ada I KUBE yang mempunyai I 
usaba yang diberdayakan oleh I 0 orang, dan ada I 0 orang yang 
mempunyai usaha masing-m.asing. Dua-dua mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Bagi I usaha yang diberdayakan 10 orang, 
suntikan modal awal yang <hberikan oleh pemerintah melalui Dinas 
Sosial akan terasa sangai bennan1ilat atau efekoya terasa. Namun untuk 
menjaga, membangun sililt kesetiakawanan sosial mereka agak susah, 
karena juga disitu tergantung dari persentase bagi basil, rajin tidak 
rajinnya keija anggota. Jadi akan menimbulkan yang namanya 
kecemburuan sosial te<hadap banyak sedikitnya tanggung jawab mereka, 
juga dengan bagi basil. Jadi dari 2011 sampai 2017 ini, ada KUBE saya 
yang I usaha I 0 orang, itu dari segi hubungan kesetiakawanan sosial 
mereka agak korang. Tapi dari segi usabanya bagus. (Hasil Wawancara 
tanggal4 Agustus 2017)" 

3. Tahap Pengemhaogan 

Tahap peogembangan memerlukan strategi sehingga KUBE tidak betjalao 

di tempat melaiukan mengalami perkerobangao yang terarah dan terukur. 

Perkembaogan usaha tidak hanya berpeugamh pada keberlaogsungan KUBE, 

oamun dapat meodataogkao kesejahteraan bagi aoggota, baik secara sosial, 

kelembagaao maupuo ekooomi. Koodisi perkerobaogan KUBE di Kabupateo 

Bintan dijelaskan oleh Tim Teknis Dinas Sosial Kabupaten Bintan, RR Novia 

N gesti, sebagai berilrut: 

"Jadi, dari angka 302 ioi, cukup baoyak juga yang sudah berkerobaog. 
Berkerobang ini dalam artiao bahwa KUBE ini mampu meogembangkao 
potensi. Peningkatannya baik: berupa secara sosial, ekonomi dan 
kelembagaan. Jadi istilahnya, secara sosial itu, misalnya anggotanya dari 
I 0 orang dia bisa merekrut tambahan anggota lagi. ltu diperbolehkao. Jadi 
orang-orang yang mernbutuhkan dana atau ingio bergabung dengan KUBE 
itu diperbolehkao untuk bergahuog, sepaojang dia mau meogikuti aturan 
dalam kelompok. Nab keroudian dari sisi kelembagaanoya, muogkin dari 
anggota yang tadinya haoya, struktumya haoya ketua, aoggota, sekretaris 
dan beodahara, keroudiao ada tugss lain seperti misalnya sudah ada 
pembagiao bidaog pemasaran, pengepakan dan sehagainya. Atau, tugss 
pokok pekeljaao mereka dalam KUBE itu sudah te<hagi dalam skala kecil 
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tadi. Kemudian, se1ain itu, dari segi ekonomi, terdapat peningkatan 
pendapatan dari anggota KUBE itu sendiri. (Hasil wawancara tanggal I 
Agustus 2017)" 

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pendamping dalam memfilsilitasi 

pengembangan usaha KUBE, salah satunya dengan memperlnas jangkauan 

pernasanm, sebBg~~imana disampaikan oleh Pendamping KUBE, Yufriad~ sebagai 

berikut: 

"Sndah kita lakukan juga. 2 KUBE sudah masuk pada minimarket 
seputaran wilayah kami. Namun tujnan akhir menmut saya bukan itu saja. 
Kalau hanya sekadar menyampaikan produk kepada minimarket atau 
supermarket tapi hasilnya nggak maksimal kan percnma juga. Jadi 
kebetulan di wilayah saya dekat kawasan industri. Jadi pasar yang sangat 
bagns kalau kita masuk ke daerah sana. Alharndulillah memang rata-rata 
konsumen mereka adalah pekerja-pekerja di kawasan industti. Jadi nntuk 
memaksakan mereka nntuk kemasan yang bagns, tampilan yang cantik, 
dengan label bagns, tidak dibutuhkan sangat kalau nntuk masuk ke 
konsumen yang di daerah kawasan industti. (Hasil Wawancara tanggal 4 
Agustus 2017)" 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendamping KUBE, Abdul Hamid, 

masih berl<aitan dengan upaya pemasaran produk KUBE dengan melihat peluang-

peluang pasar di lingkungan sekitar, yaitu: 

"Y a. Kemarin saya pernah arahkan, ada I kelompok yang agak sui it untuk 
pemasaran. Dia kan jual di rumah, saya bilang disini kan ada kedai, coba 
salah satu jalan kita tanya ke warung itu bisa ndak nitip barang disitu. 
Akhimya sudah ada masuk ke warung, sudah ada jahm keluamya (Hasil 
wawancara tanggal4 Agustus 20 17)" 

Masih tentang perluasan jangkauan pemasaran, selanjutnya Impi Rusnita, 

Pendamping KUBE Bintan Pesisir dalam wawancara tanggal 4 Agustus 

menyarnpaikan bahwa 

"Di Kijang itu yang pertama ada Minimarket Superjet, minimarket yang di 
daerah Korindo dekat Batu Duapuluh, sama di Welkam. Sndah 3 
alharnduliUah." 
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Strategi lain yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya pengembaugan 

KUBE adalah dengan meningkadam kualitas kemasan sehingga menarik minat 

beli konsumen, hal ini disampaikan oleh Pendamping KUBE, Impi Rusnita dalam 

wawancara tauggal4 Agustus 2017, sebagai berikut: 

"Akhir tahun kemarin kami juga sudah lebih memperbaharui kemasan. 
Kami bekerjasama dengan klinik kemasan Perindag, punya propinsi. 
Alhamdulillah sudah menarik dan bagns." 

Pendamping KUBE lainnya, Yufuadi membuat pola yang berbeda untuk 

kemasan yang disesuaikan dengan konsumen, yaitu dalam wawancara sebagai 

berikut: 

"Ya. Cuma ke klinik kemasan mereka kalau ada mau masukkan ke 
supennarl<et. Jadi ada 2 macam konsumen mereka. Kalan untuk ke 
kawasan industri, pasar lokal, mereka kemasannya biasa saja. Pakai hand­
sealer. (Hasil wawancara taugga14 Agustus 2017)" 

Upaya pengembangan usaba KUBE juga dilakukan dengan menambab 

jenis dan variasi produk yang dihasilkan, sebagaimana disampaikau oleh lmpi 

Rusnita berikut ini: 

"Rata-rata kernpuk ya, jadi saya lebih ingin menampilkau produk yang 
lebih bervariasi selain kernpuk. Saat ini kita kembaugkan namanya 
Kernpuk Otak-<>tak. Jadi agak sedikit beda. Setelah itu, dalam 
pengembangan kita memasarkau. Saya juga sudah kerjasama sama ternan 
TKS disana, SP3 sana. Kita melakukau pemasarau bersama di luar Desa 
Mapur, tepatnya di iniainuuket atau swalayau kecil di daerab Kijaug Kota. 
(Hasil wawancara taugga14 Aguains 2017)" 

Berbagai upaya dilakukan pendaruping untuk mengernbangkan KUBE 

dampingannya, terutama dalam pengelolaan UEP. Kreativitas dan inovasi 

pendamping sangat dibutuhkau untuk proses pengembaugau tersebut. 

Sebagaimana disampaikan pendamping program, Yufuadi dalam wawaucara 

tauggal4 Agustus juga menyampaikan hal yang sama, yaitu: 
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"Ya, betul. Dari awal mereka buat dulu Cuma isi I warung dengan kualitas 
kue dan dengan kualitas kentasan yang biasa, setelah dia di KUBE mulai 
tabu dengan kemasan bagus, komposisi yang bagus. Kadang saya 
koordinasi dengan KUBE yang lain. Artinya 'kalau kayak gini sebenamya 
enak, tapi kacangnya kurang garing, ayo kita carl sumbemya.' Jadi kadang 
saya bawa salah satu kelompok ke tempat lain. Jadi kesimpulanaya, 
peningkatan usahanya sudah baik kualitas. Pernasarannya sebenamya 
sudah meningkat dari sebelumnya, Cuma namanya usaba kan tak ada 
batas." 

Pengembangan KUBE tidak terlepas pada kegiatan usaba ekonomi 

produktif saja, akan tetapi juga dalam aspek lain seperti aspek kelembagaan dan 

aspek sosial. Sebagian KUBE telah berlcembang dengan baik dalam ketua aspek 

tersebut, dimana bebe!1!pll KUBE telah berlcembang menjadi embrio koperasi 

dengan mengernbangkan kegiatan simpan pinjam dalam kelompok. Dengan unit 

kegiatan ini, anggota memiliki akses nntuk pengernbangan modal usaba dan 

kebutuban konsumtif lainnya, sebingga perlahan-lahan mulai lepas dari kebiasaan 

mentinjam pada batik keliling atau rentenir. Hal ini dinngkapkan oleh Abdul 

Hamid, sebagai berikut: 

"Sudah. Menjadi simpan-pinjam. Bahkan simpan-pinjam kelompok itu, 
yang dikeluarl<an dari kelompok, akhimya ada salah satu warga yang 
butuh uang mau mengadu kesana kemari susah, akhirnya dia coba 
mengadu ke kelompok. Tapi disitu dia direkrut. Yang penting warga sini, 
walau hokan keluarga KUBE, dipinjamkan ke keluarga itu. 
(Hasilwawancara tanggal4 Agustus 2017)" 

Berkaitan dengao pengembangao KUBE, Tim Teknis Dinas Sosial 

menyampaikan pendapat sendiri dengan melihat beratuya tantangao dalam upaya 

pengembangao KUBE, terutama rendahnya dukungan dari Dinas Teknis terkait 

lain yang mentiliki keterkaitan dalam pembinaan KUBE. Hal ini berdasarkan basil 

wawancara dengan RR Novia Ngesti pada tanggal I Agustus 2017, sebagai 

berikut: 
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"Ya, jadi untuk pembuatan legalitas usaha dari KUBE home industry ini 
memang sangat diperlukan berlo!itan dengan promosi dan promo pasaran 
dari produk KUBE itu seodiri. Tetapi keijasama yang kami jalin dengan 
Dinas Koperasi dan Perindag itu memang seperti kami bilang tadi, korang 
beljalan deogao maksimal. Sehingga kelompok-kelompok usaha yang kita 
rujukkan untuk medapatkan bantuan atao legalitas basil produk mereka 
deogao menggunakan dana dari program pemerintah ini sangat minim. 
Jadi ketika kita membetikan data KUBE home industry kita kepada Dinas 
Koperasi Perindagkop untuk dilakukan penyuluhan ketahanao pangao 
sebagai syarat untuk meodapatkan PIRT, itu hanya 10% yang diakomodir. 
Dao ini jauh dari eukop untuk memberikan legalitas kepada Kelompok­
kelompok Usaba Ber.!ama yang memiliki jenis usaha home industry." 

4. Tabap Menjalin Kemitnan 

Kemampuan mengembangkan kemitraan mempakan tahap puncak dari 

perkemhangao KUBE. Pada tabap ini KUBE telab mampu memhangun jejaring 

deogan pihak lain untuk meningkatkan akses terltadap smnber-sumber ekonomi 

dan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan dalam hal ini 

merupakan sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan keijasama 

yang solid, beljangka panjang, sating percaya, dan dalam kedudukan yang setara. 

Dari sekian banyak jmnlab KUBE di Kabopaten Bintan, tidak selurubnya 

dapat mencapai tabap ini, babkan dapat dikatakan hanya sebagiao kecil saja, 

sebagaimana disampaikan oleb RR Novia Ngesti, pada wawancara tanggal I 

Agustus 2017, bahwa dari 302 KUBE bisa dipastikao sekitar 15 ~ 20% sudab 

berutitra deogan dunia usaha yang lain. 

Kemitraan dapat teljalin antara dua belab pihak apabila ada peluang untuk 

sating memberikan keuntungan satu sama lain. Dalam hal ini KUBE hams mampu 

menawarkan peluang keuntungan bagi pihak mitranya sehingga mendapat 

kepercayaan (trust), kemudian KUBE akan memperoleh keuntungan dari 

hubllilgan tersebut. Kesulitan membangun jalinan kemitraan ini disampaik:an oleh 

Peodamping KUBE, Yufriadi pada wawancara tanggal4 Agustus 2017, yaitu: 
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"Itu memang terus terang agak sulit saya merealisasik:an di lapangan. 
Sudah ada yang sudah be!jalan, cuma tidak maksimal saya rasa hal 
kemitraan itu. Yang sudah sepel1i Agro Jamur yang saya sampaikan, 
mereka butuh tenaga, tempat, jadi bisa memberdayakan KUBE yang lain 
bahkan di luar daerah yang cocok dengan usaha mereka. Terns, seperti 
KUBE Bina Karya, mereka punya "epok-qx>k mini", mereka buat abon, 
abonnya bisa mereka jual dengan KUBE lain yang pruduksinya seperti 
risol, tabu dan segala macam. Jadi kemitraan saling membutuhkan. Itu saja 
yang bisa saya lakokan sekarang." 

Selanjutnya partisipan menyampaikan bahwa kemitraan tidal< saja terbatas 

pada dunia usaha, namun petlu membentuk j<;jaring dengan lernbaga 

pernerintahan lainnya, sepel1i Dinas Koperasi dalam bal penguatan modal usaba 

KUBE sebingga dapat berkembang lebih luas, baik kuantitas maupun kualitas 

produk. Ketika peneliti menanyakan, "Apakah kernitraan dengan koperasi tadi 

termasuk kebutubao krusial di saat ini?" partisipan Yufiiadi menjawab sebagai 

berikut: 

"Kalan saya bilaog, krusial. Karena KUBE Rizki itu sudah bagus. Kita 
juara 2 Kabupaten, produk merekajuga unggolan, sudah sampai ke Jakarta 
juga. Di saat mereka simpan-pinjaomya lagi bagos, saya suntikkan lagi 
untuk koperasi. Saya tidak tabu banyak tentang koperasi, Cmna dari 
informasi yang saya sampaikan kim bisa kernbangkan usaha, kim bisa 
punya outlet sendiri, nak bikin apa bisa. Karena koperasi berbadan hukmn, 
kim gampang untuk mencmi modal. Mereka sernua semangat. 
Terbentumya karena ki!JI berangkat dari KUBE yang ra!JI-ra!JI orang 
miskin, tidak matching dengan pola pikir dari dinas lain. (basil wawancara 
tanggal, 4 Agustus 2017)" 

Jawaban beberapa responden menggambarkan bahwa KUBE yaog 

sampai pada !Jihap menjalin kernitraao ini masih kecil jumlalmya. Keahlian dan 

k:reativitas pendamping dan pengurus KUBE sangat dibutuhkan untuk 

memfasilitasi kelompok dalam meningkatkan kemampuan membangun jejaring 

dengan dunia usaba, serta pihak-pihak lain yang dapat merneberikan dukungan 

bagi kernajuan KUBE. 
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S. lndikator-indikator Keberbasilan KUBE 

Indikator secara wnum dapat diartikan sebagai ukunm. karakteristik. ciri­

ciri, yang menggambarkan adanya perubahan dari kondisi awal dan kondisi 

setelah adanya perlakuao atau tindakan, yaitu melalui program yang dilaksanakan. 

Menurut WHO, indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Buka Petunjuk Pelaksamum Program KUBE yang dikeluarkan oleh Kemeoterian 

Sosial RI, menetapkan beberapa variahel yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam 

meuilai perubahan-perubahan yang teljadi pada masyarakat ntiskin peoerima 

manfilan program KUBE. 

Program KUBE sebagai salah satu beotok kebijakan peoanggulangan 

kentiskinan deogan peodekatan pemberdayaan, meogedepankan tiga aspek 

perubahan yang ingin dicapai, yaitu aspek ekononti, aspek kelembagaao, dan 

aspek sosial. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelunmya, bahwa terdapat 

beberapa variabel yang ditetapkan untok menggambarkan keberhasilao 

pelaksanaan program, antara laio: 

a. Meningkatnya peodapatan keluarga miskin. 

b. Meningkatnya kemandirian usaha ekonomi keluarga miskin. 

c. Meningkatnya aksesibititas keluarga ntiskin temadap pelayanan dasar dan 

fasilitas pelayanan puhlik. 

d. Meningkatnya kepedutian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam 

masyarakat 

e. Meningkatnya ketahanan sosial keluarga anggota KUBE dalam mencegah 

masalah-masalah sosial dan kemiskinan. 
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Berkaitan dengan beberapa indikator keberllasilan pelaksanaan program 

KUBE di Kabupaten Bintan, beberapa responden memberikan jawaban yang 

berbeda, namuo menggambarkan kondisi yang relatif sama, di antaranya yaitu RR 

Novia Ngesti, pada wawancara tanggall Agustus 2017, menyebutkan babwa: 

"Dari 297 KUBE yang aktif itu, sebanyak 90 % menyatakan babwa 
mereka memiliki, mendaputkan manfaat positif yang sangat besar dengan 
tergabuog dalam kelompok KUBE ini. Jadi, memang ada perkembangan 
signifikan babwa pendapatan mereka jadi meningkat juga, berdasarkan 
dari basil pembinaan kami." 

Lebih lanjut peneliti menanyakan, "Apakah sejaub ini, basil KUBE ini 

sudab dapat dijadikan mata pencaharian utama atau masih sehatas pencaharian 

uotuk tambaban?" Responden tersebut menyampaikan: 

"Jadi dari 297 KUBE ini, 70 o/~nya adalab ibu-ibu mmah tangga. Nab 
ketika ibu-ibu mmah tangga dia adalab pencari nalkah tambahan. Jadi 
KUBE ini mernang kalau di dalam keluarga dijadikan sebagai nalkah 
tambaban, tetapi hagi ibu-ibu itu sendiri dijadikan sehagai nalkah utama 
untuk mendapalkan penghasilan. Nab kalau yang hapak-bapak, rata-rata 
mereka adalah nelayan alan budidaya ikan. Jadi dari hapak-hapak ini, ada 
10 % mereka mernang KUBE inilab basil tambahan untuk mendapalkan 
mata pencaharian." 

Pendamping KUBE Abdul Hamid, pada wawancara tanggat 4 Agustus, 

peneliti menanyakan, "Apakah menurut pengamatan Hantid sebagai pendamping, 

uotuk KUBE kbususnya yang aktif, ada peningkatan kualitas kesejabteraan 

keluarganya?" Yang dijawab oleh pendamping sebagai berikut: 

"Kalau secara foil itu bel urn, tapi secara pelan sudab mulai. Kalau dulu I 
sekarang mulai meningkat ke 2. Memang tak secara apa ih.L. Dengan 
jumlab 20 juta per kelompok kan kita 1nau loncat terlampau tinggi kan tak 
mungkin. Tapi mulai merangkak ke atas." 

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan penelitian kepada Yufriadi, 

Pendamping KUBE, pada tanggal 4 Agustus 2017, ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan betikut: "Kalau kita bicara program, menurut pandangan Pak Yupri 
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sebagai pendamping, kim-kim program KUBE ini bisa nggak dijadikan sebagai 

program nnggnlan dalam rangka meningkatkan k~abteraan keluarga?" Jawaban 

partisipan, Yufiadi: 

"Saya rasa bisa. Tapi dalam Ianda kutip. Kita poles. Karena itu yang saya 
sampaikan di Rakor. Selarna ini kita jalankan, betul yang kanti rasakan. 
Kita bentuk, kita berikan bantuan, kita dampingi, tapi sampai kapan? 
Endingnya apa? Torus apa lagi? Jadi itulab yang bikin lemab kelorupok ini 
untuk mempertahankan organisasinya. Menurut saya, kita bisa sampai ke 
tujuan yang ibn sampaikan tadi, bahkan mengentaskan kemjsJcjnan pun 
mungkin bisa, kalau keroyokan. Kalau meourut saya sebenamya Dinas 
Sosial enkup memberikan snntikan modal awal untuk usaha mereka. ltu 
saogat bagus. Dikumpulkao, laogsung serabkan ke Dinas Tekuis mereka, 2 
tabun laugsung koperasi. Jadi mereka sudab masuk ke sosialoya 
dikembangkan, tekuis juga dia dapat ibnu, untuk peningkatanoya koperasi 
yang oangani, berbadan hukum, oke. Saya rasa sampai ke situ sudah 
jin;sh." 

Beberapa pernyataan dari anggota KUBE yang memberikau gambarao 

tentang capaian implementasi program KUBE, diantaranya lbu Ernawati, Ketua 

KUBE Maogga, pada wawancara taoggal 6 Oktober 2017, ketika peneliti 

meoanyakan tentang manfaat yang didapat setelab bergabung dalam KUBE, 

sebagai berikut: 

Peneliti: "Yang ibu rasakan dari bantuan modal Kube yang ibu terima itu ada 
manfaatnya?'' 

lnforrnan: "Ada bu, kalau tak ada itu kan kemareu, suanti saki! tidak ke!ja, sya 
bingung, modal kurang .. pas dapat bantuan saya belikan ayam nantikan saya jadi 
pelihara ayam jadi telur ayam bisa dijual." 

Peneliti: 'Jadi artinya bisa membantu." 

Infonnan: "Membantu itu bu, kalau tak ada itu kemaren darimana, kawan-kawan 
yang lain juga kan misalnya ada bantu-bantu dari basil jual sara pan, bikin kue-kue 
kering. masing-masing usahalah." 

Sedangkan dari sisi kelembagaau, KUBE Mangga mengalanti 

kemunduran, komibnen anggota mengalami penurunan, seperti terlihat pada 

wawancara berikut: 
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Peneliti: "dalam KUBE kana ada pengurusnya bu, ada ketua, sekretaris, 
bendabaran dan anggota, masing-masing ada tugasnya, apakab beijalanT' 

Informan: " Berjalan cuman istilahnya sekarang ini kita mau ketemunya, apalagi 
sekarang udah mulai ini lob bu, untuk ketemu, sibuk masing-masing, ada yaog 
keija, keija inilah sampingao masing-masing, ketemu ni kayaknya susab sekarang 
ini, saya siang udah mulai disini gitu kan, siang sampai sore lab, kalau full, 
kadang dari pagi bu." 

Gambanm tenllmg capaian program KUBE juga diperoleh melalui 

wawancara dengan Lurah Tanjtmg Uban Kota, Helmiwati, dalam wawancara 

tanggal 6 Oktober 2017, menyampaikan pendapatnya meugenai manfiutt KUBE 

yaog telab dirasakan oleh anggota KUBE di wilayahnya, sebagai berikut: 

Peneliti: "Sejauh yaog ibu liha~ babwa program KUBE sebagai salah satu 
program pemmggulangan kemiskinao, apakah program ini bisa 
meningkatkau kesejahternan keluarga miskin?" 

Partisipao: "Sebenarnya iya, harusnya memang iya, dengan bantuao yaog 
kecil itu kau dapat terns mengembaugkao usabanya. Namun kembali lagi 
ke komitmen dari auggota KUBE tersebut, kalau menurut saya tentu saja, 
karena itu mempakan program yang sudah diprogramkan, disiapkau dalam 
mengatasi kemiskinan, untuk kelompok-kelompok masyarakat tidak 
mampu," 

lndikator dari aspek sosial juga mengalami peningkatan, yaitu dengan 

meningkalkan rasa kepedulian di antara sesama anggota kelompok, dan juga 

partisipasi auggota KUBE dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya. 

Wawancara dengan stafKelurahau Kijaog Kola, Kurniawan, pada tanggal!O 

Oktober 2017, sebagai berikut: 

"Albamdulillab KUBE-KUBE yang ada di Keluraban Kijang Kota ini 
sudab dikenal luas oleh masyarakat, mereka aktif dalam kegiatan gotong 
royong, sesama mereka juga nampak kompak kalau ada kejadian, entah itu 
ada yaog sakit atau rewaug kalau ada yang hajatan haildab nampak ada 
peningkatan, ada satu dua tak aknf itu biasalah ya" 
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Jawaban dari beberapa partisipan menggambarkan capatan indikator 

keberhailan prognun KUBE dari aspek ekonomi sudah memberikan kontribusi 

bagi peningkatan pendapatan keluarga, namun masih sebatas pengbasilan 

tambahan, dan belwn dapat dijadikan sebagai smnber mata pencaharian pokok. 

Namun demikian, adanya pengbasilan tambahan !eniebut berpengaruh pada daya 

beli keluarga miskin. Sedangkan aspek sosialnya sendiri, bahwa di antara anggota 

KUBE telah teljalin kerjasama yang baik, kepedulian sosial yang semakin 

meniogka~ serta partisipasi sosial yang meniogkat. Hal ini dapat dilihat dari 

keaktifan anggota KUBE dalam kegiatan-kegiatan kemasyarnkatan di lingkungan 

masing-masing, dan juga kehadiran dan keterlibatan anggota dalam setiap 

peristiwa sosial yang dihadapi oleh setiap anggota. Sedangkan dari aapek 

kelembagaan, KUBE yang alstif melakukan pertemuan kelompok, pada umunmya 

tugas-tugas kelembagaannya beijalan dengan baik, masing-masing pengurus dan 

anggota KUBE melaksanakan togas dan fungsinya. Aktivitas kelembagasn ini 

juga dapat dilihat dari keleugkapan dan pencatatau Buku Kas, Buku luran 

Kesetiakawanan Sosial, Buku Simpan Pin jam Kelompok, Daftar hadir pertemuan 

KUBE, Buku Tamu, tennasuk notuleu rapat, yang dicatat secara teratur. 

E. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Proses ImpJementasi 

Tidak jaoh berbeda dengan pendekatan van Meter dan van Hom, Edwatd 

III memusatkan perhatiannya pada implementasi yang melibatkan organisasi­

organisasi pelaksana yang berbeda, konsekuensi-konsekuensi atas komun.ikasi 

serta yang tidak kalah pentingnya lingkungan dimana kebijakan tertentu 

diterapkan. Asumsi yang mendominasi kerangka pemikiran analisis implemeotasi 
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terletak pada analisis atas bagaimana manajemen publik beketja untuk 

menerapkan kebijakan, dalam hal ini Program KUBE. Dalam analisis van Meter 

dan van Horn, kondisi dan situasi lingkungan diperlihatkan akan mempengaruhi 

sukses tidalmya suatu implementasi kebijakan. Memuat kembali kerangka 

pemikiran Edward III berilrut ini diperlihatkan sebagai berikut: 

I PermallalBI.D.Kemisbmn j .Kebjjlbn PCJJ~U~g~ululpn KemisDwn , ........ • UUD 194SPual.27.l3.34 

• UUNOillOf II Talnm2009 
• UU No. 13 Tahun 2011 

1 
lmplcmenlllsi Program KOBE 

Permemos RI No.2SIHUKJ201S 
Peratunm Dijm Dayasos Kemensos Rl 

No.2681DYS-PK.SIKPl'MlW201S 

-------~~~.!!c6_1.:~?!~'!.. ______ 
Tahapan lmpl:;mentasi Program KOBE 

• Tahap Perllilpan 
- Tahap Pelaksanaan 
- Taha.p P~embangan 
-TahavKe!!Waan 

VariBbel Implementasi 

Edwmdlll 

IFaktor- faktor Pengbwnbat f-. 
----------------------· 

~I I KOOlllllhsi 
Fllklo£- fatbx Pea!ubllg 

2 Sumber- Somber 

3 Disposili 
4 Struktur Biroli:rui 

I 
I Kua!W lmpkmentasi I 

PIOitfliJD. KUBE 

Gambar4.2 

Kerangka Pemikiran Edward Ill 

Edward dalarn Nugroho (2008: 503-515) menyatakan bahwa terdapat 

empat variabel yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi 

sebuah kebijakan publik. Model ini menyatakan bahwa variahel yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut meliputi variabel 

komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecenderungan-

106 

I 

43323.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



kecenderungan atau tingkah laku (dispotition), dan struktur birolm!si 

(bureucrah'on structure). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu 

deogan yang lain untuk membantu memperhmcar atau sebaliknya dapat 

menghambat proses implementasi sebuah kebijakao. 

Secara umwn permasalahan yang terdapat dalam proses implernentasi 

kebijakao penangguhmgan kemiskinao melalui Program KUBE eli Kahupaten 

Bintao, berdasarlam temuan penelitian meliputi, penetapan sasaran program 

berdasa!kan data BDT yang tidak sesuai dengan kondisi permasalahao di 

lapangan, proses sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penerima manfaat progtam 

yang tidak dilakukan secara mendalam, sehingga pernahaman anggota KUBE 

tentaog progtam tidak sama. Selanjutnya bahwa tidak semua pendamping 

melaksanakao tugas pendampingan dengan baik sehingga mempengarnhi kinerja 

KUBE, dernikian juga haloya koordinasi tintas sektor dalam pembimum KUBE 

belum berjalan dengan baik sehingga terkesan bahwa taoggung jawab pembimum 

KUBE hanya berada pada Dinas Sosial. 

Berikut ini akao dihahas bagaimana permasalahan impelenmtasi progtam 

KUBE di Kabupaten Bintao dipengarohi oleh proses komuniknsi, ketetbatasan 

sumber-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, menurut model 

implementasi Edward IlL 

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Variabel Komunikasi 

Progtam KUBE sebagai suatu progtam dengan pendekatan pemberdayaan, 

maka komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Kejelasan 

tentang isi program dan juga media yang digunakan dalam penyampaian 

infonnasi program akan berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. lsi dan 
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tujuan program perlu dikomunikasikan kepada implementator, stakeholders dan 

juga kepada kelompok penerima manfaat program secara jelas, sehingga tercipta 

kesamaan pemahaman untuk membangun komitmen agar program dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Media yang digunakan dalam proses mengkomunikasikan program KUBE 

kepada berbagai pihak terl<ait pada umumnya adalah melalui sosialisasi, 

bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta pertemuan rutin KUBE. Proses 

komunikasi sebagai penyampaian berbagai infonnasi tentang program dilakukan 

secara beJjenjang, dan pusat ke Kabupaten, selanjutnya ke pendamping program, 

sampai kepada penerima manfaat program. Sebagaimana dikatakan oleh Kasi 

Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bintan, RR Novia Ngesti: 

"Jadi, langkah awal, pada akhir tahun sebelum tahun pemberian bantuan, 
jadi N-1, itu eli akhir tahunnya kementerian selalu mengadakan Rakornis 
atau Rapat Koonlinasi Nasional dengan mengundang Dinas Sosial 
Propinsi. Sebenarnya. Tetapi Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga diundang 
apabila memang mereka akan mendapaakan alokasi kegiatan.. Y a. Di 
Rakomis itulah nanti kita mendapatkan infonnasi petunjuk pelakaaoaan 
yang barn apabila ada perubahan. Namun bila tidak ada perubahan, hanya 
sekedar istilahnya 'ini adalah lokasi-lokasi kita dan tahapannya sama' dan 
lain sebagainya. Jadi, sosialisasi awal kegiatan sndah dilakukan oleh 
kementerian. Nab itu adatah tugas dan tanggung jawab kita dan 
kabupatenlkota untuk mensosialisasikannya kepada daerah masing­
masing. (Hasil wawancara tanggall Agustus 2017)" 

Lebih lanjut, RR Novia Ngesti menjelaskan bahwa secara beljenjang 

proses komunik:asi dilakuk.an ke bawah, yaitu kepada penerima bantuan manfaat 

program, melalui pendamping program, yaitu: 

"Kalau untuk Kahupaten Bintan, kita memiliki 35 pendamping desa dan 
kelurahan yang memang kita ternpatkan di desalkelurahan untuk 
mendampingi Kelompok Usaha Bersama, yang setiap bulan kita 
mengadakan Rapat Koordinasi dengan para pendamping ini Dan kepada 
mereka lab infonnasi tentang pelaksanaan kegiatan pada tahun N, agar 
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segera mereka mempersiapkan diri, bagi kelompok-kelompok yang 
memang sudah terbentuk untuk diberikan prog111m." 

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Kasubbag Progillffi Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan, Sri Rejeki, sebagai berikut: 

"Pemerinlllh daelllh, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bintan 
menyeduakan dana sharing untuk melakukan bimbingan teknis bagi 
pengurus KUBE, tetapi dengan anggalllD yang terbatas, tidak semua bisa 
tercover. (WawanC811l tangga16 Oklobe.- 2017)" 

Komunikasi pada tingkat paling bawah dilakukan melalui pertemuan rutin 

kelompok dan juga dengan memanfaatkan media sosial untuk. menyampaikan 

inforrnasi antara anggota KUBE maupun antara Pendamping dengan anggota 

KUBE. Hal ini sesuai dengan peruyataan Pendamping KUBE, Yufriadi, berikut: 

"Selain dari kita adakan wadab rapat rutin yang kadangkala juga saya 
nggak bisa hadir, ya kita tidak menutup kemungkinan komunikasi bisa 
lewat SMS atau Whatsapp. Saya tidak membatasi kepada kelompok 
apapun, kapanpun dan pakai apa komuuikasi. Walau ketemu tengab jalan 
pun bisa dikomuuikasikan. (Hasil wawancara tanggal4 Agustus 2017)" 

Melalui basil wawancara dengan beberapa partisipan di atas, dapat 

disimpulkan babwa proses komuuikasi dalam implementasi program KUBE di 

Kabupaten Bintan telab beljabm dengan baik, yaitu secara beljenjang sosialisasi 

dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Rakomis setiap akhir tahun dan awal 

tahun, kemudian Dinas Sosial Kabupaten dengan dana sharing APBD melakukan 

Bimbingan Teknis bagi pengurus KUBE dan Pendamping KUBE. Komuuikasi 

juga berlangsung secara rutin melalui rapat koordinasi bulanan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Sosial, dimana seluruh pendamping KUBE wajib mengbadiri Raker 

untuk penyampsian berbagai pennasalaban di lapangan, dan juga untuk 

mendapatkan araban bagaimana pennasalahanMpermasalahan tersebut diatasi. 

Selanjutnya pertemuan bulanan rutin masing-masing KUBE, menjadi media 
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komunikasi yang efektif bagi penyampaian infonnasi dan pembabasan masalab­

masalab yang terjadi dalam kelompok, baik masalab yang berl<aitan dengan usaba, 

kelembagaan dan sosial. 

Di sisi lain, faktor pengbambat dalam komunikasi dapat dilihat dan 

pemyataan partisipan, dimana anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua 

anggota KUBE dapat mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, melainkan 

banya perwalalan pengurus. Di samping itu pelaksanaan bimbingan teknis dengan 

waktu yang singkat tidak membetikan pemabaman yang mendalam bagi peserta 

bimbingan teknis tentang KUBE. Sifatnya hanya pengenalan secara umum. 

Dalam hal ini diharapkan pendamping dapat berperan sebagai perpanjangan 

Iangan Tim Teknis di lapangan untuk membetikan bimbingan yang lebih 

mendalam kepada anggota KUBE. 

2. Faktor Pendukung dan Pengbamhat Variabel Sumber Daya 

Ketersediaan sumber daya sangat berpengaruh pada keberbasilan maupun 

kegagalan implementasi kebijakan atau prognun. lndikator-indikator sumber daya 

kebijakan meliputi Sial; infonnasi, dan wewenang, serta fasilitas. Staf adalab 

surnber daya manusia yang menjadi implementator program, dalam hal ini 

mencakup seluruh pelaksana teknis Dinas Sosial Kabupaten Bintan, sampai 

dengan pendamping KUBE. Ketersediaan staf yang memadai baik dan segi 

jumlab maupun kompetensi yang dimlliki sangat mempengaruhi kinerja prognun. 

Mengamati papan struktur Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dan 

berdasaikan infonnasi yang diperoleh dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 

babwa bidang yang menangani prognun KUBE adalab Bidang Penanganan Fakir 

Miskin dan Pemberdayaan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan riga 
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Kepala Seksi. Seksi yang menangani KUBE adalah Seksi Penanganan Fakir 

Miskin, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dibantu oleh satu orang staf 

Selanjutnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program KUBE, ditunjuk 

35 Pendamping KUBE di masing-masing kecamatan, dengan pembagian tugas 

berdasarl<an jmnlah KUBE dampingannya yaitu sekitar 7 sampai 24 KUBE per 

pendamping, sebagaimana digamborkan berikut ini: 

I KEPAIADINAS I 

I SEICRETARIS I 

~.: P£NANGANAN FAKIRMIS~Ii I KABID I KABID l 
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

I 
KASI PENANGANAN 

1 

KASI PEMBERDAYAN 
1 
r~ PEMBERDAYAA~ 

FAKIR MISKIN SOSIAL KELUARGA 

1 ""' + 1""'"" 
I 

PENDAMPING KUBE 

'""" I 
PENGURUS KUBE 
ANGGOTA.KUBE 

3.1150Dn! 

Gambar4.2 
SDM Pelaksana Program KUBE Kobupaten Bintan 

Sejalan dengan hal tersebut, Kasi Penonganan Fakir Miskin, RR Novia 

Ngesti, dalarn wawancano pada tanggal I Agustus 2017, menyatakan sebagai 

berikut: 

"Ok. Untuk 35 pendarnping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kobupaten 
Bintan ini, secara jumlah sudah cukup memadai. Dan secara lokasi 
wilayah kegiatan, dimana mereka masing-masing ditempatkan di Iokasi 
ternpat mereka tinggal. Jadi misalnya pendamping yang tinggal di daerah 
Desa Sri Bintan, maka dia akan mendampingi KUBE-KUBE yang berada 
di wilayah Sri Biman. ini dimaksndkan agar kearifan lokal dari KUBE itu 
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sendiri bisa terdeteksi oleh pendamping untuk pengernbangan 
selanjulltya". 

Rekrutmen pendamping dilakukan dengan penetapan beberepa kriteria 

tertentu, sebagaimana disampaikan oJeh RR Novia Ngseti pada wawancara 

tanggall Agnstus 2017, yaitu: 

"Ini berlcaitan, kemboli lagi kepada !criteria pendamping yang kita 
tetapkan. Di111llllll yang pertama, seonmg pendamping adalah dengan usia 
antara 25 sampai 45 tahun. Kemudian, dia memiliki keahlian dalam ilmu 
pendampingan yang setiap tahun kita berikan. Kemudian, dia aktif di 
llUISYarakat Yang terutama sekali adalah dia memiliki jiwa 
entrepreunership dan jiwa sosial. Nab, dari 35 pendamping ini, yang 
memilik:ijiwa sosial cukup tinggi secara ... " 

Dari segi jumlah, ketersediaan Pendamping KUBE sudah cukup memadai, 

dengan KUBE yang ada di Kahupaten Bintan sebanyak 302 KUBE. Namun 

apabila diteliti lebih mendalam, bahwa pendamping KUBE tidak seluruhnya 

bekeJja sebagaimana mestinya. Pendamping yang aktifbaik dalam kegiatan Rapat 

Koordinasi maupun dalam pendampingan di lapangan hanya berkisar 40 %. Hal 

ini berda:wkan informasi dari partisipan RR Novia Ngesti, ketik.a ditanya 

mengenai kineJja pendamping KUBE, sebagai berilrut: 

"Secara peresentasi saya hanya bisa mengatakan bahwa hanya sekitar 40 
%. Karena, selebihoya ini kmang aktif atau kmang inovatif, kmang kreatif 
dalam mendampingi KUBE. Hal ini disebahkan karena untuk penuintaan 
pendamping KUBE kita masih menggunakan rnetode di111lUlll alur 
komurtikasi, apabila Dinas Sosial Kabupaten Bintan akan mengadakan 
kegiatan atau meminta nama pendamping atau apapun ito, selalu melewati 
kecamatan. Nab, terkadang di kecamatan ini memberikan rekomendasi 
nama yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Tetapi, mau tidak mau. itu lah 
yang hams kita berik:an. Hanya kadang, itu lab, pada saat Rakor itu lah kita 
berikan motivasi, kita berikan evaluasi agar apabila nanti 3 atau 6 bulan 
pekeJjaan rnereka, ternyata kineJja mereka kmang bagus, ya kita ha.nya 
bisa mernberikan sura~ istilalrnya teguran atau sural pemberitahuan kepada 
kecamatan bahwa pendamping yang bersangkutan tidak bertugas deogan 
baik atau tidak bertugas secara rnaksimal. (Wawancara tanggal I Agustus 
2017)" 
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Selanjutnya masih mengenai kinerja pendamping, Kasubbag Program 

Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Sri Rejeki pada wawancara tanggal 6 Oktober 

2017, menyampaikan pendapatnya: 

"Berdasarkan evaluasi terba<Jap kinelja pendarnping, sebenBrnya ada 
banyak faktor, ada banyak hal dari kinelja pendamping yang kurang 
mernuaskan, tetapi ada banyak faktor juga yang menyebabkan kita tidak 
berani mengambil sikap tegas kepada mereka. Karena kebanyakan 
pendamping-pendamping ini kan memang relawan sosial kita, yang selain 
mendampingi KUBE juga mereka mendampingi kita juga dalam beberapa 
pekeljaan-pekeljaan yang lain". 

Satu olllllg pendamping mempunyai wilayab kelja yang cukup luas, 

tergantung seballlJI dari KUBE yang didampingi. Jumlab KUBE dampingan dari 

masing-masing pendamping sangat bervariasi, ada yang hanya 7 KUBE dan ada 

juga yang mencapai 24 KUBE. Jumlab KUBE dampingan ini tidak berpengarub 

pada keaktifiln pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingannya. Salab 

satu contoh Pendamping KUBE atas nama Yufriadi mendampingi KUBE 

sebanyak 24, namun sangat aktif dalam melakukan pendampingan. Di sisi lain ada 

juga pendamping KUBE yang hanya mendampingi 7 KUBE, tetapi tidak aktif 

dalam pendampingan, jalllllg badir pada pertemuan KUBE, pada rapat koordinasi 

kabupaten, bahkan komnnikasi dengan anggota KUBE yang didampingi juga 

tidak beljalan dengan lancar. 

Hal ini dapat diketabui dari pemyataan anggota KUBE Rempab Wangi, 

lbu Lilis, pada wawancara tanggal 10 Oktober 2017, ketika ditanya apakab 

pendamping sering datang pada pertemuan KUBE, dijawab sebagai berikut: 

"Kami taunya ada pendamping baru, tabun 2017 ini katanya mulai jadi 
pendamping, laPi kami tidak, belmn kenal orangnya, perternuan kelompok 
tidak pernab datang, tidak ada lab gitu uiat memperkenalkan diri, jadi kami 
belum kenal, telepon pun belmn pentab. Kami malab sering dibantu oleh 
Pak !wan Karang Taruna, dia rajin dalang kalau pertemuan bulanan". 
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Rendahnya kinelja pendamping KUBE kemungkinan berkaitan erat 

dengan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas 

pendampingan mereka di lapangan. Fasilitas tersebut dapat berupajumlah insentif 

yang diterima dan filsilitas pendukung lainnya, seperti alat transportasi dan ATK. 

lnfonnasi yaog disampaikan oleb Pendamping KUBE, Abdul Hamid, pada 

wawancara tanggal 4 Agustus, dimaoa peneliti menanyakan, "Apakah jumlah 

intensif sebesar Rp. 350.000,- per bulan, yaog diterima sndab mernadai?" Maka 

jawaban partisipan adalah: 

"Terus terang kalau masalah basil dari itu, capeknya kami memang belum 
memadai. Mungkin kalau untuk kami keluar masuk dengan motor itu saja, 
mungkin sudab selesai eli BBM kami. Belum lagi nyebrang, barus pakai 
pompong (sampao motor) kesaoa." 

SumberMsumber juga berkenaan dengan ketersediaan alokasi anggaran 

untuk pelaksanaan program, baik untuk bantuan stimulan KUBE maupun untuk 

anggaran pembinaan KUBE. Setiap tahWl Dinas Sosial mendapatk:an alokasi 

anggaran untuk bantuan stimulan KUBE dari tiga direktomt, maupun dari dana 

dekonsentrasi berkisar antara 500 juta sampai dengan 1,5 milyar rupiah, yaitu 

bantuan untuk 25 - 80 KUBE per tahun. Sedangkan untuk dana pembinaan 

bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, sebagaimana menjadi syarat untuk 

mendapatkan alokasi bantuan KUBE, bahwa daerah barus menyediakan dana 

sharing untuk pembinaan program. Kasubbag Program Dinas Sosial Kabupaten 

Bintan menyampaikan hal ini dalam wawancara tanggal 6 Oktoher 2017, sebagai 

berikut: 

"Setiap tahun Kabupaten Bintan mendapat alokasi anggaran untuk bantuan 
KUBE 500 juta sampai dengan 1,5 milyar rupiah, daerah menyediakan 
dana sharing untuk pembinaan KUBE berkisar anta111 350 sampai 500 juta 
per tahun, dua tatum terakhir ini memang menwun ya, karena devisit 
anggaran, makanya dilakukan penyesuaian dalam beberapa bal termasuk 
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honor pendamping, tadinya bisa 750-800 ribu per bulan sekarang hanya 
350 ribu per bulan". 

Hal yang sama juga disampaikan oleh RR Novia Ngesti, ketika peneliti 

mengajukan pertanyaan berikut, "Bu, tentang somber dana untuk pelaksanaan 

program KUBE ini sendiri sombernya dari mana saja? Terus, bentuknya, dan 

penmtukkaonya itu untuk apa-apa saja?" 

"Kalan somber dana untuk bantuannya sendiri, itu berasal dari 
Kementerian Sosial, dari APBN langsung, atau pun dari APBN tapi 
melalui Dinas Sosial Propinsi Riau - ini disebut dengan Daua 
Dekonsentrasi -dan beberapa tahWl tahun yang lalu kita juga mengadakan 
kerjasama dengan Pernerintah Propinsi melalui anggaran TKPK. Disitu lab 
nanti KUBE yang sudah ditumbuhkan dapatkan peduuian untuk dana 
pengernbangannya, Kalau dari APBD Bintan sendiri ada, Jtu berupa dana 
1n1tuk pembinaan. Disitu ada Rakor Wltuk pendamping, kernudian honor 
untuk pendamping, kemudian perjalan dinas untuk pembinaan ke 
Japangan. (Wawancara tanggal I Agustus 2017)" 

Mengamati beberapa informasi penelitian yang diperoleh dari beberapa 

wawancara dengan partisipan, dapat dikatakan bahwa faktor pendukung smnber-

somber pelaksanaan program KUBE adalah: 

a. Tersedianya tenaga pendamping KUBE sebanyak 35 orang untuk melakukan 

pendampingan terhadap 302 KUBE yang ada di Kabupaten Bintan. 

b. Dukungan dari Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik eksekutif 

maupun legislatif nampak dari besaran jumlah alokasi anggaran untuk program 

KUBE cukup signifikan, yaitu 500 juta sampai dengan 1,5 milyar 1n1tuk 

bantuan KUBE, dan 350 juta- 500 juta 1n1tuk dana pembinaan KUBE. 

Sedangkan fuktor penghambat dapat diamati dari pemyataan1Jernyaatu 

tersebut, antara lain: 

a. Pendamping KUBE yang aktif melakukan tugas pendampingan hanya berkisar 

40 % dari jumlah pendamping 35 orang. 
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b. Pembagian tugas pendamping berdasarkan wilayah membuat jumlab KUBE 

dampingan tidak sama, dimana sebagian pendamping memiliki KUBE 

dampingan dengan jmnlab yang banyak, dan di sisi lain ada pendamping banya 

mendampingi beberapa KUBE, namun pemberian insentif sama rata. 

c. Jumlab insentif yang diberikan kepada pendamping tidak memadai, tidak 

sesuai dengan beban kerja yang ditanggungnya. Demikian juga dengan fasilitas 

pendukung lain seperti ATK dan transportasi maaib dibebankan kepada 

pendamping itu sendiri. 

3, Faktor Pendukung dan Pengbambat Variabel Disposisi 

Disposisi berl<aitan dengan kecendenmgan sikap implementator kebijakan. 

Jika implementator memiliki kecendenmgan dan sikap yang positif, maka besar 

kemungkinan kebijakan akan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Sebagaintana 

diunsikan sebelunmya, babwa karakter paling penting da.ti implementator 

kebijakan yang mempengaruhi implementasi adalah kejujwan untuk menjaga 

konsistensi pada tujuan program, serta komitmen yang tinggi dari implementator 

akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telab ditetapkan. 

Implementator program KUBE di Kabupaten Bintan, khususnya Tim 

Teknis Dinas Sosial memiliki sikap yang positifterhadap program KUBE sebagai 

ikon dan program unggulan dari waktu ke waktu. Hal ini diketahui melalui 

wawancara dengan Kasubbag Program Dinas Sosial, Sri Rejeki, ketika ditanya, 

"APakab ibu yakin dengan program KUBE ini, bisa meojadi suatu program yang 

bisa mengentaskan kemiskinan?" Penjelasan yang diberikan, sebagai berikut 
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"Yakin, saya yakin. Program ini kan merupakan iconnya Dinas Sosial, 
Kementerian Sosial ya, pasti sudah dikaji mendalam oleh pembuat 
kebijakan. Kalau dilihat dari prinsip penwnboban KUBE itu, kalau dari 
persiapannya itu benar-benar kita matangkan, saya pikir ke depannya itu 
akan sangat mudah membina mereka. Jadi kalau dari keseluruhan sib, dari 
tahap awalnya yang perlu kita perkuat lagi, terus dari pendampinguya 
juga. Peudamping ini barus lebih kita perbatikan, mungkin dalam beutuk 
rekrubneu berikutnya. Dinas Sosial ini kan melaknkan rekrubnen untuk 
pendamping, kita lebih selekti~ profusional, sebingga ketika mereka 
bekelja deugan professional dinas pun memberi insentif yang memadai, 
jadi tidak ini, tidak akan snngkan-sungkan gitu untuk menuntut kinelja 
yang lebih baik dari pendamping. (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 
2017)" 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Penanganan Fakir Miskin, RR 

Novia Ngesti, yang sudab melakukan tugas pembinaan KUBE sejak tahun 2010. 

Peugalaman dalam kurun waktu yang demikian huna membuatnya mampu 

melakukan terobosan-terobosan melalui sinergitas program dengan instansi telkait 

lainnya, seperti Dinas Koperasi, UKM dau Perindag, Dinas Pertanian, Dinas 

Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, dan juga dunia usaha melalui 

program CSR dari pihak PT Bintao Resort Cakrawala (BRC) sebagai peugelola 

kawasan wisata Lagoi Sikap antusias implementator ini nampak dari beberapa 

upeya yang dilakukau dalam memaksimalkau dukangan bagi perkembangan 

KUBE. Dalam wawancara dengan beliau, peneliti menanyakan tentang terobosan 

terobosan. "Apa saja yang telab dilakukan Dinas Sosial dalam upaya pembinaan 

dan pengembangan KUBET' Dijelaskan sebagai berikut: 

"Untuk pembinaau dau peugembaugan KUBE, Dinas Sosial melakukan 
koordinasi dan membangun jejaring, meskipun koordinasinya sepanjang 
ini adalah berupa komunikasi saja ya. Pembangunan jejaring. Bahwa 
kelompok-kelompok KUBE yang memiliki jenis usaba tertentu, secara 
teknis, contohnya misalnya dia pertanian, perikanan atau home industry 
itu kita arabkan uutuk mendapatkau pembinaan dari dinas instansi terkait 
lain. Namun, selama ini yang kami dapati adalah bahwa KUBE-KUBE 
yang kita berikau dataoya kepada dinas instaosi tekuis terkait lainnya 
kuraug diperhatikau. (Wawancara pada taoggall A Gustus 2017)" 
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Implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan diupayakan agar 

berjalau sesuai dengan aturnn dau ketentuan yaug berlaku. Laugkah-langkah 

pencegahan agar sikap dau kecendenmgan penerima bantuau program yang 

negatif berupa penyalahguuaan daua bantuau yaug tidak sesuai dengan rencaua 

awol yang dituangkan dalam proposal, dapat dieliminir. Sebagaimana penjelasan 

dati RR Novia Ngesti, menjawab pertanyaan peneliti, "Kalau saya baca di 

petunjuk teknis bahwa penyerahan baotuan inikan melalui rekeuing kelmnpok. 

Seberapa besar kemuogkioan atau yang sudab terjadi penyalahguuaan bantuan? 

Maksudnya tidak sesuai dengan perencanaan awaJ?" Partisipan memberikan 

jawaban yaug positif, yaitu: 

"Alhamdulillah kalau uutuk penyaluran dana kita sudab sesuai dengan 
Juklak Kementerian Sosial. Dan justru kita mendapatkan rekomendasi 
pelaksanaan kegintan ya dati BPK bahwa uotuk baotuan KUBE ini 
mekanisme penyaluran dauanya direkomendasikan kepada kelompok, 
kepada program-program yang lain yaug mengguuakan rekening. Kareua 
uotuk dati mulai tabapao dana itu dicairkan, dati dia barns mengguuakan 
rekomendasi dati dinas, kemudiau ada pengawasau dari pendamping 
maupuo dati dinas untuk pengguuaan dana, dau dana jnga tidak disalurlam 
secara utuh dalam satu kali penyaluran tetapi dibagi tabapao agar untuk 
lebih memndabkao dalam raogka monitoring dau pembinaan serta 
evaluasi. Sejauh ini tidak ada penyelewengan dana". 

Selanjutnya untuk mengetahui sikap dan kecenderungan implementator 

pada tingkat paling tekuis yaitu Pendamping KUBE, maka peneliti melalrukau 

wawaucara dengan beberapa pendamping, yaitu Yufriadi, mengatakan bahwa 

jumlah insentif tidak berpengaruh secara langsuog pada kinerja seorang 

pendamping, karena bagi sebagiau oraug, tugas pendampingau diaoggap sebagai 

suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat Hal yang sarua juga disampaikan 

oleh Impi Rusuita, deugan KUBE darupingau yaug lokasinya jauh dau berada di 

Pulau Mapur, namun baginya pendampingan itu dinikmati sebagai sebuah 
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tantangan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Impi Rusnita, pada wawancara 

tangga14 Agustus 2015, berikut: 

"Saya mungkin tipikal orang yang suka sosial ke masyarakat. Apalagi 
ngelihat ibu-ibu itu pada belkelompok terns bikiu usaha. Sudab bisa 
ngembang usaha seuditi saja sudab senaog. Kepuasan batiu lab ya. Satu 
lagi, Dinas Sosial kao adain peuilaian peudamping yang berprestasi. Jadi, 
acuan saya kesitu saja sib. Setidaknya kalau nggak nyampai kesitu, sudab 
bemsaba, ya sudab". 

Pemaluuuan yaug mendalam dari beberapa unsur pelaksaua proguuu 

KUBE telab mampu meuuntuu mereka pada suatu knntinnen untuk menjadikan 

program ini menjadi sebuah program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan. 

Sikap optimis dan antusiasme implementator baik dari Dinas Sosial maupun 

Pendamping KUBE, dituujukkan dari upaya-upaya yang dilakukan nntuk 

pembinann dan pengembaugan KUBE. Koordinasi lintas sektor dilakukan, 

meskipWl respon yang diterima tidak sesuai dengan harapan. 

Informasi yang diperoleb di lapangan, juga mendukung kondisi yang 

digambarkan oleh implementator, sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Tanjung 

Uban Kota, pada tanggal6 Oktnber 2017, ketika ditanya perihal pembinann yang 

dilakukan oleh Tim Teknis dau Pendamping terbadap KUBE yang ada di wilayab 

Tanjung Ubau Kotu, sebagai berikut: 

"Selama ini dari pendamping biasanya memberikan laporan tentang 
pembentukan KUBE barn, pencairao dana kan mereka minta rekom juga 
dari kita,kalau pertemuau-pertemuan kelompok kaomya rutiu mereka 
lakukao ya, tapi kita tidak iku~ belum terlibatlab ya, kebetulan saya kan 
lurab barn, mungkin belum ya. Kalan nntuk Tim tekois, Dinas Sosial ya, 
menurut saya pembinaan itu tidak hanya memberikan saran-saran saja, 
tetapi hams dengan pemberian salab satu jenis pelatihau agar produk usaha 
mereka itu mengalanti peuingkatan gitu, bagaimaoa utisalnya usaha yang 
pangan, bagaimana cara mengkemas kripik tersebut?, bagaimaoa tidak 
mengandung banyak minyak, dau sebagainyalab ... untuk peuingkatan 
kualitas produk terseb~ barns mentiliki standar produk juga, jadi dinas 
harus memberikan pelatihan atau infonnasi mengenai standar produk 
seperti apa yang dibutubktm di pasaran, dan kemudian juga kaoti berbarap 
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dari dinas juga bisa memberikan bagaimana memasarkan produk, artinya 
membantu memasarkan produk dari Kube-Kube tersebut" 

Demikian juga dengan pemyataan partisipan lain, Ibu Ernawati selaku 

Ketua Kube manga Kelurahan Tanjung Uban Kota, ketika ditanya intensitas 

kunjungao dan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pendamping terbadap 

KUBE, pada wawancara tangga16 Oktober 2017, yaitu: 

"Aihamdulillah bu, kalau pendamping selalu badir dalam pertemuan 
kelompok, kalaupun tak bisa hadir pasti kasih kahar atan minta diundur 
pertemuan gitu, kalau ada masalab di Kube yang tak ada titik temu gitu 
kita telpon pendamping, dikasih solusilab gimana baiknya. Biasanya 
masalah pinjaman anggota yang macet:. djkasib solusilah sama Juanedi. 
Kalau dari Dinas bebnn pernah, seeing ada sosialisasi aja kemaren, di awal 
tabun berapa ya ada anggota saya pergi ke mana itu, yang di hotel itu, 
pelatihan pengurus ya, ada juga pernab dikurnpulin semua, dijelaskan 
Kube, tentang buku·buku". 

Dengao dentikian dapat digarisbawabi sebagai faktor pendukung dari 

variabel disposisi pada implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan yaitu: 

a. Pemabaman dan penguasaan tentang tujuan program dari irnplementator sampai 

tingkat paiing teknis, yaitu pendatnping KUBE, terungkap dari jawaban yang 

lugas tentang tugas dan fungsi masing-masing. 

b. Sikap optimisme dan antusias serta komitmeo implementator untuk 

kebe!hasilan program ditunjukkan dengan upaya membangun jejaring dalam 

pembinaan dan pengembangao KUBE. 

c. Upaya menjaga aktmtabilitas dan transparansi implementasi program 

ditunjukkan meJalui monitoring dan koordinasi yang rutin dari para 

implementator. 

Sedangkan faktor penghambat variabel disposisi irnplementasi program 

KUBE dapat disebutkan sebagai berikut: 
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a. Profesionalitas implemeotator teknis yaitu Pendamping KUBE belwn tercipta. 

Tugas pendampingan masih mempakan tugas pengabdian dan wujud 

kepeduban sosial. 

b. Dukungan stakeholder dalam membangun jejaring kelja pembinaan dan 

pengembangan KUBE belmn optimal, sinergitas program belum dapat beljalan 

karena ego sektor dari masing-masing instansi. 

4. Faktor Pendukung dan Pengbambat Variabel Struktur Blrokrasi 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Sebuab kebijakan 

membutuhkan keljasama antar beberapa pibak dalam mengimplementasikannya. 

Struktur birokrasi yang tidak mendukung implementasi kebijakan. akan 

menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program. Mengulas kembali maian 

tentang variabel struktur hirokrasi dalam implementasi kebijakan Edwards III 

menyebutkan ada dua aspek struktur birokrasi yang bisa mendukeng atan balikan 

menghambat implementasi kebijakan, yaitu mekanisme yang biasanya ditetapkan 

dalam sebuab SOP, dan fragmentasi organisasi. 

Berdasakan basil penelitian Edward Ill yang dirangkum oleb Winarno 

(2014: 208) menjelaskan bahwa: 

"SOP sangat mnngkin menghalangi irnplementasi kebijakan-kebijakan 
baru yang memhntuhkan cara-cara ketja baru atau tipe-tipe personil baru 
nntuk melakaanakan kebijakan-kebijakan. Disamping itu, semakin besar 
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam 
suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat 
implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi 
kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan 
prosedur-prosedm perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas 
program-program yang luwes mungkin dapat menyesuaikan tanggong 

121 

43323.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



jawab yang barn ketimbang birokrasi-birokrasi taopa mempunyai ciri-ciri 
seperti ini." 

Implementasi kebijakan peoanggulangan kemiskinan melalui program 

KUBE di Kabupateo Bintao, sebagaimana skema pelaksanaan program KUBE 

dari Kementerian Sosial, dilakukan secara beljenjang sesuai dengan tingkatnya 

masing-masing. Dengan demikian diperlukan sebuah reotaog kendab melalui SOP 

yang meojadi acuan bagi sebap implementator dari level pabog atas sampai pabog 

bawah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai melomisme struktur birokrasi 

implernentator program KUBE di Kabupaten Bintan, peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada partisipan RR Novia Ngesti, dalam wawancara tanggal I 

Agustus 2017, sebagai berikut: 

"Peneliti: "Kalau lihat sejarab KUBE ini kan sudab cukup lama ya, bu. 
Dari tabun 1997 kalau nggak salah saya. Sejaub ini, apakab sudab ada 
SOP yang jadi acuan bagi para pelaksana? Mungkin seperti ibu di 
Kabupaten sampai ke pendamping dan anggota KUBE itu sendiri?" 

Partisipan: "Baik. Kalau SOP itu kami meogacu pada petunjuk 
pelaksanaan dari pusat. Nab, sebagai turunannya, kami membuat semacam 
Perbup ya, Peraturan Bupati Bintan, untuk mernperkuat SOP penyaluran 
dana bagi masyarakat, didalanmya juga dijabarkan tentang tugas dan 
fimgsi masing-masing Tim Koordinasi, baik Kabupaten sampai dengan 
desa dan pendamping, jadi apabila masing-masing mengacu pada 
Juklak/jukuis maupun Perbup itu, lnsya Allab pelaksanaan program ini 
akan beljalan dengan baik". 

Jawaban tersebut menggambarkan bahwa mekanisme pelaksanaan 

program KUBE telab dibuat secara baku dalam buku petunjuk Pelaksanaan 

maupun Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang 

kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 

2014 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Usaba Ekononti Produktif melalui 

Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintan". 
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Sumber dana untuk bantuan Program KUBE berasal dari tiga direktorat 

Kementerian Sosial, dan juga bersumber dari dana dekonsentrasi melalui Provinsi 

Kepulauan Riau. Mekanisme dan prosedur secara umum nampak sama, 

khususnya penetapan sasanm program, yaitu hams merupakan keluarga miskin 

yang terdaftar dalam BDT, namun ada beberapa ketentuan yang beriJeda. Hal ini 

diungkapkan oleb Kas.i Penangaoan Fakir Miskin, RR Novia Ngesti dalam 

wawancara tanggall Agustus 2017 sebagai berikut: 

Peneliti: "Kembali tadi yang ibu sebutkan bahwa somber untuk bantuan 
KUBE ini kan dari 3 direktorat di kemeuterian. Apakah di antara 3 
direktorat ini menggunakan SOP yang sama atau masing-masing? Ada 
nggak bal-bal yang berbeda di dalam SOP dari 3 direktorat tersebut?" 

Partisipan: "Ada. Ada 3 direktorat dan mereka membuat petunjuk 
pelaksanaan tersendiri. Tapi pada dasarnya, kriteria utama sep<rti dia barus 
di data BDT, usia pruduktif dan memiliki embrio usaba adalab kriteria 
pakem ya. tiga-tigauya menggunakan. Hanya untuk jumlab anggota 
Kelompak Usaba Ber=na di Penlesaan, dia wajib, hams 10 orang. 
Sementara kalau di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perlmtaan dia 
dibatasi antara 5 sampai 10 orang. Jadi boleh hanya 7, boleh hanya 8, 
kalau di Perl<Otaan. Sedangkan untuk di Pesisir, penyalurau dana bantuan 
ini dia melalui UEP. Jadi perorangan yang mendapatkan tetapi tetap secara 
pembinaannya dia dikelompokkan dalam KUBE." 

Pene/iti: "SC<iauh ini apakab perbedaan dari petunjuk teknis antar 
direktorat ini menyulitkan nggak? Atau bisa menyesuaikan?" 

Partisipan: «Awal mulanya memang cukup sulit, karena untuk 
meneraugkan ke masyarakat dan kepada pendamping 'kenapa kok ini 
hams I 0 orang? kenapa kok ini barus 5 orang boleb sementara yang itu 
peroraugao harus buka rekening sementara yang ini kok boleh rekeningnya 
I kelompok cukup I saja?' itu juga sudab hal yang cukup berat. Tapi 
dengao pendekanm melalui Rakor kepada pendarnping dan pada saat 
pembinaan pangan, diberikan pemahaman kepada masyarakat, 
alhamdulillab saat ini sudab tidak ada kendala laiunya." 

Ketentuan yang berbeda dari masing-masing pemilik program 

membutuhkan penyesuaian dari implementator daerah, langkah-langkah antisipasi 

untuk menghindari kebingungau penerima bantuan program dilakukan melalui 
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sosialisasi o1eh poudamping KUBE. Penerima bantuan program harus diberi 

pemahaman tentang sumber-sumber anggaran dan ketentuan-ketentuan khusus 

yang harus diikuti. Hal ini menjadi persoalan pouting ketika dalam satu wilayah 

terdapat beberapa KUBE yang menerima bantuan program dari sumber dana yang 

berbeda Masyarakan akan membanding-bandingkan dan cenderung memilih 

unink mengikuti ketentuan yang memudal!kan bagi mereka, meskipun ketentuan 

dari program KUBE yang diterimanya berbeda 

Sifat kedlul dari struktur birokrasi yang berpengaroh dalam pe1aksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Edward lJl dalam Winamo (2014: 209) 

menje1askan bahwa "tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar 

di antara beberapa organisasi, seringkali pula leljadi desentralisasi kekuasaan 

tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan". 

Berikut hambatan-hombatan yang tOijadi dalarn fregmentasi birokrasi 

berhubungan dengan imp1ernentasi kebijakan pub1ik, seperti dikatakan Wimuno 

(2014: 210), bahwa: 

"Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri imp1eruentasi kebijakan 
dengan metaksanakan fungsi-fimgsi tertentu karena tanggung jawab bagi 
suatu bidang kebijakan lei]Jecah-pecah. Di samping itu, masing-masing 
badan mernpunyai yurisdiksi yang terhatas atas suatu bidang, maka tugas­
tugas yang pouting mungkin akan terdapat antara retak-retak struktur 
organisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sernpit dari badan-badan 
mungkin juga akan mengharnbat perobaban. Jika suatu badan mempunyai 
fleksibilitas yang rendah dalarn misi-misinya, maka badan itu akan 
berusaba mempertahankan esensinya dan besar kernungkinan akan 
menentang kebijakan-kebijakan baru yang mernbutuhkan perobahan". 

Prognnn KUBE sebagai suatu program pemberdayaan melibatkan banyak 

pihak dalam pembinaan dan pougernbangannya Dibutuhkan koordinasi yang 

inensif antara betbagai writ organisasi yang terlibat dalam implementasi program 

KUBE, baik secara vertikaJ dengan Pemerintab Provinsi Kepulauan Riau dan 
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Kementerian Sosial RI, maupun horizontlll dengan stakeholders, yaitu dinas dan 

lembaga terkai~ guna mendukung keherhasilan program dalam meneapai tujuan. 

Pada dasamya tanggnug jawah dan kewenangan Dinas Sosial berkaitan dengan 

program KUBE adalah pada proses peuumbuhan dan pembinaan lanjut dari aspek 

kelembagaan dan sosial KUBE, namun secara teknis pengembangan dan 

pembinaan juga menjadi tanggung jawah dinas dan instansi t~ sesuai dengan 

jenis usaha yang digeluti oleb KUBE tersebnt. 

Keterlibatan dinas dan instansi terlcait dalam pembinaan dan 

pengembangan KUBE di Kahupaten Bintan belum beijalan secara optimal, 

adanya asumsi herhagai pihak bahwa KUBE merupakan tanggung jawab Dinas 

Sosial. Pada kenyataannya tugas peugembaugan dan pembinaau KUBE menjadi 

sangat sulit apabila tidak ada dukungan dari dinas terlcai~ terutama dalam 

pengembangan usaha Salah satunya adalah usaha industri rumahan yang dikelola 

oleh KUBE, mernbutuhkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleb MUI, label 

Pangan lndustri Rumah tangga (P-IRT) yaug dikeluarkan oleh Dinas 

Perindustrian dan Penlagangan, label yang dikelumkan doleb BP POM, dan 

sebagainya. Dintana label dan sertifikat tersebut akan memberikan kemudahkan 

bagi KUBE memasuki paugsa pasar yang lebih luas, seperti supermarket, 

swalayan, bahkan hotel-hotel di kawasan wisata Lagoi dan Trikora. Demikian 

juga pembinaan teknis untuk usaha lain yang dikelola oleb KUBE, seperti 

pertaniau, perikauan, dan peternakau, yang membutubkan penyuluhau dan 

bimbingan dari dinas terkait. 
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Pada kenyataannya koordinasi yang teijadi belum optimal, sehingga 

pembinaan dan pengembangan KUBE masih menjadi beban dan tanggnng jawab 

Dinas Sosial dan Pendamping. Dinas terkait belnm berpartisipasi secara 

proporsional nntnk upaya pengembangan KUBE. Hal ini diketahui melalui 

penjelasan yang disampaikan oleh Kasuhbag Program Dinas Sosial kahupateo 

Binta, Sri Rejeki, pada wawancara tanggal 6 Oktober 2017, dimana peneliti 

menanyakan, bagaimana keterlibatan dinas teknis terkait dalam pembinaan dan 

pengembangan KUBE sebagai berikut: 

"Ya itu dia salah satu masalahnya, koordinasi masih sebatas basa basi saja, 
Dinas lain menganggap KUBE itu tanggnng jawab Dinas Sosial saja, 
padahal Dinas Sosial sebenarnya untuk penmubuhan saja dan pembinaan 
kelembagaan dan aspek sosial KUBE, kita mana pabam tentang pertanian, 
perikanan, sama itu P-IRT kan harus PKP dulu, itu domainnya Perindag, 
sama Kesebatan. Itu sulit kita kondisikan, padahal setiap ada forom kita 
sampaikan untuk diakomodir KUBE-KUBE kita untuk dimudahkan urusan 
P-IRT nya. Alasannya merakajuga punya UMKM yang sudah antri untuk 
P-IRT. Kita pemah coba ajulom kegiatan untuk pengadaan P-IRT kbusus 
untuk KUBE, tapi kan mentab karena bulom tupoksi kita, ini yang perlu 
dipikirkan serius ini." 

Selanjutnya RR Novia Ngesti juga menyampaikan hal yang sama terkait 

dengan koordinasi lintas sektor ini yaitu: 

"Y a, jadi untuk pembuatan legalitas usaha dari KUBE home industry ini 
memang sangat diperlukan berkaitan dengan promosi dan promo pasaran 
dari produk KUBE itu sendiri. Tetapi keijasama yang kami jalin dengan 
Dinas Koperasi dan Perindag itu memang seperti kanti bilang tadi, kurang 
beijalan dengan maksimal. Sehingga kelompok-kelompok usaha yang kita 
rujukkan untuk medapatkan bantuan atau legalitas basil produk mereka 
dengan menggunakan dana dari program pemerintah ini sangat minim. 
Jadi ketika kita meinberikan data KUBE home induslly kita kepada Dinas 
Koperasi Perindagkop untuk dilakulom penyuluhan ketahanan pangan 
sebagai syarat untuk mendapatkan PIRT, itu hanya I 0 %yang diakomodir. 
Dan ini jauh dari cukup untuk memberikan legalitas kepada kelompok­
kelompok Usaha Bersama yang memilikijenis usaha home industry." 
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Selanjutnya guna meodalami koordinasi lintas sektor dalam implementasi 

program KUBE, peneliti melakukan wawancara melalui sambungan telepon 

dengan staf Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupateo Bintan, Ibu Dian, 

sebagai berikut: 

Pene/iti: "Bagaimana keterhbatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag 
dalam pembinaan dan pengembangan KUBET' 

Partisipan: "kami selalu dilibatkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis 
pengurus KUBE ataupun Pendamping KUBE, bampir setiap tabun ada ya, 
kemudian ada penilaian KUBE dan pendamping KUBE prestasi, biasa 
akbirtabun kitajugajadi Tim Penilai". 

Peneliti: "Apakab Dinas ibu juga memberikan kemudaban bagi KUBE 
untuk kepemilikan PIRT, atau untuk koperasinya"? 

Partisipan: "Kalau untuk P-IRT kan harus dudabului dengan Pelatihan 
Ketabanan Pangan (PKP) dulu, itu disamping Dinas kita, Dinas Kesebatan 
juga ada. Untuk KUBE kita ada juga k<Ija sama dengan Dinas Sosial 
untuk menyertakan anggota KUBE, laPi yang sudab mendaftar kan 
banyak, tidak KUBE saja. Kita lihat ketersediaan anggaran juga. 

(Wawancaratanggalll Oktuber2017)" 

Paparan di atas menunjukkan bahwa ego sektor masih mendominasi 

proses implementasi program KUBE di kabupaten Bintan, sinergitas program 

seharusnya menjadi strategi yang paling baik untuk diterapkan. Dengan demikian 

dapat diambil beberapa poin yang menjadi faktor pendukung struktur birokrasi 

implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan sebagai berikut: 

a. Mekanisme dan prosedur pelaksaoaan program sudab tertuang dalam buku 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekuis program yang dikeluarkan oleh 

masing-masing Direktorat dari Kementerian Sosial RL 

b. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis program telah dijablllkan lebih 

teknis dalam Peraturan Bupati, sehingga dapat dijadikan acuan bagi 

implementator program. 
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c. Koordinasi secara vertikal dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial 

Provinsi Kepulauan ruau beJjalan dengan baik, demikian juga koordinasi 

secara horizontal dengan dinas instansi terkait di Kabupaten Bintan. 

Selanjutnya terdapat bambatan-hambatan dalam variahel struktur birokrasi 

dalam implementasi program KUBE di Kabupaten Bintan yaitu: 

a. Belwn ada SOP pelakaanaan program KUBE Kabupaten Bintan, sebingga 

masih mengaeu pada Juklak dan Jukois dari Kementerian Sosial, yang 

memiliki perbedaan dari masing-masing Direktorat. 

b. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam pembinaan dao 

pengembangan KUBE. 
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A. Kesimpulao 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitilm yang dilokukan pada proses lmplementasi 

Kehijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Kahupaten Bintan, dapat diambil kesimpulan sehagai 

berikut: 

l. Tabapan implementasi Program KUBE di Kabupaten Bintan meliputi; Tabap 

Persiapan, Tabap Pelaksanaan, Tabap Pengembangan, dan Tabap Kemitlllan. 

Masing-masing KUBE menjalani tabapan ini dengan dinamika dan 

problematika yang berbeda. Dari 302 KUBE yang terbentuk sejak tabuu 2010 

sampai deugan tabuu 2016, banya 40 % diantaranya dapat meucapai Tabap 

Pengembangan, artinya KUBE masih bertaban sampai tabuu kedua dan tabuu 

ketiga (12-T3), melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan kelembagaan. 

Selanjutnya yang mencapai Tabap Kemitlllan ( > T3) hanya bedrisar I 0 15 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkau babwa 60 % KUBE penumbuban 

meugalami kegagalan dan sebagian diantaranya bubar. 

2. Berdasarkan variabel implementasi kebijakan yang dikemnkalqm oleh Edward 

III, babwa terdapat beberapa faktor pengbambat implerneutasi program KUBE 

dilihat dari variabel komunikasi, swnber daya. disposisi, dan struktur birokrasi. 

Sosialisasi program belum disampaikan secara menyeluruh kepada anggota 

KUBE, sehingga pernabarnan masih terbatas, hal im berpengaruh pada 

rendahnya motivasi dan rasa tanggungjawab terhadap KUBE. Komitmen dan 
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profesionalitas peodampingan belwn terlaksana, hanya 40 % tenaga 

pendamping yang melaksanakan tugas peodampingan dengan haik, hal ini 

dipengaruhi oleh jumlah inseotif yang diherikan kepada peodamping tidak 

memadai, serta fusilitas peodnknng yang tidak tersedia. Selanjutuya Standard 

Operating Procedure (SOP) pelaksanaan KUBE di Kabupaten Bintan belmn 

ada sehingga masih menga<."U pada Juklak/Juknis dari Kementetian Sosial. 

3. Faktor lain yang mempeogaruhi impelemntasi program KUBE adalah 

peoetapan sasaran benlasarlom Basis Data Terpadu (BDT). Syarat utama dalam 

peoetapan sasaran penerima bantuan program KUBE adalah masyarakat 

miskin yang terdaflar dalam Basis Data Terpadu (BDT), sehingga seleksi 

dilakukan esnpa menilai derajat kehutuhan ealon sasaran terlladap hantuan 

program KUBE. Kemudian di sisi lain terdapat kelompok masyarakat miskin 

yang potensial untuk dibina melalui KUBE, namun nama-nama calon 

unggulan tersebut tidak ada dalam daflar. 

B. Saran 

Dari hehentpa persoalan di atas, peoeliti megajukan beberapa saran untuk 

perbaikan implementasi program KUBE ke depan, yaitu: 

I. Penetapan target dan indikator capaian kemajuan KUBE pada setiap tahapan 

KUBE (1V,TJ, 1'2, T3, dst) perlu digariskan secara jelas, yang menjadi acuan 

pendamping dan peoguros KUBE dalarn menetapkan langkah-langkah melalui 

program kerja KUBE setiap periode. 

2. Langkah persiapan yang matang bagi ealon penerima manfaat program KUBE 

memegang peran yang sangat penting, perlu dilakukan sosialisasi dan 

bimbingan teknis yang mendalam sehingga pengetahuan dan peotahaman 
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anggota KUBE tentang hak dan kewajibannya meningkat yang kemudian dapat 

meningkatkan rasa memiliki dan rasa tangguug jawab terltadap kelangsungan 

KUBE. Langkah lain yang tidak kalah penting adalab Pendampingan yang 

professional, pembinaan yang intensif, serta koordinasi dan sinergitas antar 

stake holder dalam pengembangan KUBE. 

3. Perlu dilakukan upaya meningkatkan akurasi data BDT melalui kegiatan 

pemutakhinm data penduduk miskin Kabupaten Bintan. Dengan demikian 

dihatapkan data BDT mendekati kondisi kerniskinan riil di lapangan. Hal ini 

hendaknya didukung dengan alokasi kegiatan dan anggaran untuk 

pemutakbiran data kemiskinan di Kabupaten Bintan. Akurasi data penduduk 

miskin akan lebih mengarahkan program lebih tepat sasaran, sehingga target 

penurunan angka kemiskinan setiap tahun lebih terokur. 
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Lampiran I 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jl. Cabe Raya. Pondok cabe, Pll'ni.Hng. T•neerant SelMan 15418 

Telp. 021.7415050, Fax. 02L7415588 

BIODATA 

Nama JENNY ELVIA SITANGGANG 
NIM 500703653 
Tempat dan Tanggal Lahir Ronggumihuta, 9Agustus 1971 
Registrasi Pertama 
Riwayat Pendidikan 1. SO Negeri Ronggumihuta Tapanuli Utara Proplnsi 

Riwayat Pekerjaan 

Sumatera Utara, Lulus Tahun 1984 

2. SMP Swasta Gunung Bhakti Ronggurnihuta Tapanuli 

Utara, Propinsi Sumatera Utara, lulus Tahun 1987 

3. SPMS Negeri Medan, Sumatera Utara, lulus Tahun 

1991 

4. STKS Bandung, Jawa Barat lulus Tahun 1996 

1. Staf pada Kantor Wilayah Oepartemen Sosial Pripinsi Riau di 

Pekanbaru, Januari 1998 s/d 31 agustus 1998. 

2. Staf pada Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kepulauan 

Riau, Propinsi Riau, September 1998 s/ d 31 Mei 2000, 

3. Staf Pemerintah Oaerah Provinsi Riau sebagai bagian dari 

tindak lanjut Otonomi Oaerah, Juni 2000 s/d 27 Nov ember 

2002. 

4. Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Narapidana 

Menjelang Bebas, pada Oinas Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, November 2002 

s/d 3 Maret 2006. 

5. Kasi Rehabilitasi Sosial, pada Oinas Sosial dan PMD 

Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, Maret 2006 s/d 

7 Februari 2007, 

6. Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Sosial 

dan PMO Kabupaten Bintan, Februari 2007 s/d 8 Januari 

2009, 

c. 
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Ala mat Tetap 

No. Telp./ HP. 

1. Kasubag Keuangan pada Dinas SOsial Kabupaten Bintan, 9 

Januari 2009 sampai dengan 18 Februari 2015. 

2. Kasi Penyuluhan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan., 

19 Februari 2015 sampai Bulan Februari 2017. 

3. kabid Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, 

pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Bulan Februari Tahun 

2017, sampai dengan sekarang. 

Perum kijang Kencana IV Blok. F No. 81-82, kelurahan Pinang 
Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung 
Pinang, Provinsi kepulauan Riau 
081270001776 
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Lampiran II 

PEOOMANWAWANCARA 

Tim Teknis <Dinas Sosiall 

Nama 

Pekeljaan 

Umur 

A1amat 

Peran dalam Prognun 

Hariffanggal 

Lokasi 

I. Tujuan Prognun Pemberdayaan melalui KUBE, keteracapaian tujuan 

2. Alur pelaksanaan Prognun KUBE: Apakah semua alur dilaksanakan secara 

efektit'? Tahap mana yang sering teljadi kemandegan KUBE? 

3. Sistem peuetapan sasaran I KPM, apakah sudah meng-<:over peududuk miskin 

d.i Kabupaten Bintan? 

4. Bagaimana prognun disosialisasikan : dari pembuat kebijakan ke pelaksana 

kebijakan? (Beljenjang dari Kemensos ke Dinas Sosial/Pendamping? 

(Rakornis!Tahun) 

5. Bagaimana prognun disosialisasikan kepada sasaran dan pihak terkait 

(Sosialisasi-FGD) 

6. Sistem Pembinaan yang dilakukan oleb Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, 

serta Pendamping terhadap KUBE? (Kemsos Monev, Dinsos 

Pembinaan/Monev, Pendamping Peudampingan lkunjungan rutin) 

7. Pendampingan 

Jwnlah peudamping, pembagian wilayah kelja ? memadai? 

Sistem rekrutmen Pendamping, penetapan kriteria2 Pendamping. 

Kinelja pendamping 

Insentifpendamping, memadai? 

Reward bagi pendamping 

Fasilitas pendukung operasional pendamping 

Koordinasi Dinsos dengan pendamping 
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- Laporan Pendamping, apakah tepa! waktu, dan menggambarkan kondisi 

riil? 

8. Swnber Dana, dan peruntukannya 

9. Besarnn bantuan pennodalan KUBE 

10. Jumlah KUBE rata2/thn 

II. Jmnlah Kube 2010 -2016,1npygbertahan 

12. Struktur pelaksanaan (sltuktur organisasi}, apakab struktur memudahkan atau 

merupersulit koordinasi dan pembinaan? 

13. Upaya pengembangan/ kemitraan KUBE, pihak mana saja yang terlibat? 

14. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan? 

15. Koordinasi untuk perubinaan KUBE, sudah beljalan? Koordinasi internal, 

dan koordinasi ekstemal dengan Dinas Teknis lain dalam pengerubangan 

KUBE? 

16. Masalah-masalah yang krusial yang ummnnya terjadi di KUBE, uapaya2 

yang dilakukan wttuk mengatasi masalah2 tersebut. 

17. Apakah program KUBE sudah memiliki kontnbusi bagi peningkatan 

kesejahteraan anggota? 

18. Apakah KUBE sudah dapat dijadikan sebagai sumber mata peneaharian 

utama anggota? 

19. Apakah ada SOP yang sudah baku dalam pelaksanaan KUBE (Juknis/Juklak) 

20. Somber dana KUBE dari tiga direktorat, apakah SOP antar direktorat tsb 

sama? Atau berbeda dalam hal apa? 

21. Baotuao berupa uang untuk modal usaha, yang disalurkan melalui rekening 

kelompok, bagaimaoa sikap anggota KUBE alam pemaofilatao bantuan, 

apakah akuntabel? Atan terjadi penyelewengan ? 

22. Apakah ada penerapan sanksi terhadap KUBE maupuu pendamping dalam 

hal ketidakpatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan? 
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Pendampi!ll! Kobe 

Nama 

Pekeljaan 

Umur 

Alamat 

Peran dalam Program 

Hariffanggal 

Lokasi 

I. Berapa lama meujadi Pendamping !CUBE 

2. Apa saja tugas-tugas Pendamping 

3. Bagaimana cara melakukan pendampingan 

4. Pihak-pihak yang diajak bedoordinasi bed<aitau dengan KUBE 

5. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan usaba KUBE 

6. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan kemitraan KUBE 

7. Berapa jurnlah KUBE yang didampingi, apakah jurnlah tsb terlalu 

banyaklkurang? 

8. Berapa KUBE dampingan yang masih aktif dan tidak aktif 

9. Bagaimana pola komuoikasi Peodamping deogan KUBE dan keluarganya? 

Apakah saling meogeoal akrab? 

I 0. Permasalahan apa saja yang disampaikan KUBE kepada Pendamping? 

I I. Apa upaya yang dilakukan peodamping dalam mengatasi berbagai 

permasalahan KUBE tersebut? 

12. Jadwal kunjungan ke KUBE 

13. Berapa besaran insentifyang diterima, apakah sudah memadai? 

14. Fasihtas(sarpras) pendukung untuk melakukan togas pendampingan, apakah 

diperoleh? 

15. Apakah ada pemberlakuan reward or punishment terhadap Pendamping? 

Bentuknya apa? 

16. Alur pelaksanaan Program KUBE: Apakah sernua alur dilaksanakan secara 

efektif? Tahap mana yang sering teljadi kernandegan KUBE? 

17. Masalah-masalah yang krusial yang umumnya teljadi di KUBE 
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AngotaKube 

Nama 
Peketjaan 
Umur 
Alamat 
Peran dalam Program 
Hariffanggal 
Lokasi 
I. Tahun Berapa bergabWig dalam KUBE 
2. Apa posisi dahan KUBE 
3. Apa tujuan KUBE 
4. Apa saja kegiatan KUBE 
5. Apakah KUBE masib aktitibila tidak meogapa? 
6. Masalah-masalah yang tetjadi dalam KUBE 
7. Hubungao antar anggota KUBE 
8. Pertemuan kelompok? Apa saja yang dilakukan dalam pertemuan kelompok 
9. Apakah peodamping sering mengaojungi KUBE? Apasaja yang disampaikan 
10. Berapa bantuan pennodalan yang diterima, apakah cukup? 
II. Apa jenis usaha yang dikelola, apakah dikelola bersama atau per orang? 
12. Setelah meoetima program KUBE apakah kesejabteraau keluarga meugalauti 

peningkatao? 
13. Apakah pengbasilao dari KUBE cukup Wituk kebutuban ruruah tangga? 
14. Apakah KUBE dapat dijadikan sebagai mata peocaluuian pokok? 
15. Apakah KUBE selalu melakukan peocatatan sebagaimana diarahkan? Apa saja 

bentuk catatan tsb? 
16. Apakah KUBE telah menjalin keija sama deugao pihak lain? Pihak mana saja? 
17. Apabila meugalami keudala!masalah, kepada siapa berlmordinasi? 
18. Apakah setiap pennasalahan mendapatkan solnsi yang !ePat? 
19. HarapanKUBEkedepan? 
20. Apakah KUBE terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkWigan tempat 

tinggal? 
21. Apakah KUBE Sdr cukup dikenal di tingkungao sekitar? 
22. Apa yang menjadi produk andalan KUBE Sdr? 
23. Apa yang menjadi harapan auda untuk perbaikan KUBE ke depan? 
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Kepala Desa/Lurah 

Nama 

Pekeijaan 

Umur 

Alamat 

Peron do1am Program 

Hari!fanggal 

Lokasi 

I. Bagaimana pandangao Saudara terhadap program KUBE 

2. Berapajumlah KUBE yang ada di wilayah Sdr, apakahjumlah tersebut masih 

bertahan/aktifl 

3. Bagaimana keterlihaum Kades/lurah dalam pembinaao KUBE, dari awal 

pembentukan sampai dengao pengembangao ? 

4. Upaya-upaya yang dilakukan Kades/Lurah dalam pengembangan KUBE? 

5. Masalah-masalah yang terdapat dalam KUBE, dan upaya penyelesaian masalah 

tersebut? 

6. Laogkah-langkah apa yang perlu diambil uutuk pengembangan KUBE, atau 

saran-saran yang perlu disampaikan kepada lnstansi Teknis (Dinas Sosial) 

berkaium dengan pengembangan KUBE ? 

7. Bagainaaoa koordinasi Pendamping dengao Kadesllurah ? 

8. Apakah teijadi perubahan sikap/perilaku Penerima KUBE dalam partisipasi 

sosialnya di lingkungao sekitamya? 

9. Apakah anggota KUBE sering melakukao interaksi dengan Kades/Lurah 

berl<aium dengao aktifitas KUBE? 

10. Apakah program KUBE ini dapat menjadi program penanggulangan 

kemiskinan yang efektifl 

II. Apakah pihak Desa/Kelurahan pernah melakukan fasilitasi bagi KUBE dalam 

perluasan jangkauan pernasaran basil produk KUBE? 

12. Apakah Kades/Lurah pemah diundang dalam perternuan KUBE aum Rakor 

pendamping ? 
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O!!d Terkait 

Nama 
Pekerjaan 
Umur 
Alamat 
Peran dalam Program 
Hari!fangglll 
Lokasi 
I. Bagaimana pendapat Sdr tentang pelaksanaan program KUBE di Kabupaten 

Bintan? 

2. Apakab program ini sudab memtliki kontnbusi terhadap penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Bintau? 

3. Data KUBE di Kabupaten Bintan menggambatkan babwa sebagian besar 

bidang usaba yang dikelola adalab industry rumaban, berupa makanan maupnn 

jenis kerajinan Iangan, bagaimaua kualitas produk KUBE diKabupaten Bintan? 

4. Langkab-langkab apa yang perlu dilakukan agar produk KUBE dapat 

menjangkaupasaryang lebih luas, seperti kawasan wisata, swalayan, dsb? 

5. Sejauh pengamatan Sdr, apa saja kelemaban dalam pelaksanaan program 

KUBE? 

6. Apa upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan KUBE, sehingga 

KUBE dapat menjadi program andalan dalam penanggulangan kemiakinan? 

7. Bagaimana pola koordinasi yang sudab terjalin antara Dinas Sosial dengan 

Dinas Sdr dalam pengembangan KUBE? 

8. Bagaimana keterlibatan instansi Sdr dalam pembinaan KUBE? 

9. Apakab ada alokasi anggaran di instansi Sdr untuk peinbinann KUBE? 

10. Apakab sinerginats program sudab berjalan dengan baik antar OPD terkait 

sehubnngan dengan program penauggulangan kemiakinan, contabnya KUBE? 

Misalnya Dinsos melakukan penumbuhan KUBE, Perindag melakukan PKP 

dan PIRT, dsb? 
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Lsm/Orsos 

Nama 

PekeJjaan 

Umur 

Alamat 

Peran dalam Program 

Hari!fanggal 

Lokasi 

I. Bagaimana pendapat Sdr tentang program KUBE di Kabupaten Bintan ? 

2. Apakah program ini sudah memiliki kootribusi terhadap pemmgguhmgao 

kemiskinan di Kabupaten Bintan? 

3. Apa kelemahan dalam pelaksanaan program KUBE? 

4. Bagimana pembinaan KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas 

terkait dalam upaya pengembangao KUBE? 

6. Bagaimana pembinaan KUBE oleh pendamping? 

7. Apakah ada dukungan Desa!Kelurahan dalam pembinaan KUBE di wilayah 

masing-masing ? 

8. Apa kontribnsi Sdr sebagai LSM dalam melakukan pembinaan atau 

pengawasan terbadap keberlangsungan KUBE? 

9. Bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan KPM setelah menerima program 

KUBE? 

10. Bagainnma tingkat partisipasi sosial KPM Penerima Program KUBE? 

II. Upaya-upaya apa yang disanmkan untuk pengembangao KUBE ke depan? 
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Lampiran Ill 

RINGKASAN HASIL WAWANCARA 

VARIABEL KOMPONEN 

Tahapan Tahap ~rslapan 
lmplementasi 
KUBE 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Pengembangan 

IN FORMAN RINGKASAN HASIL WAWANCARA 

RR Novia Ngestl Terjadi perubahan mekanlsme pada 

(Kasl PFM Olnsos penetapan sasaran prosram, dlmana pada 
Blntan) 
Sri Rejeld, AKS 
{Kasub. 
Program Dlnsos 
Slntan) 

masa sebelum Tahun 2014 penumbuhan 
Program KUBE berjalan secara boftom..up, 

yaitu pendamplng pada maslng-maslng 

wllayah damplngannya melakubn langkah-

Hetmlwatl, MM langkah penumbuhan KUBE dengan metode 

(LU(ah Tg. Uban pendekiltan pemberdayaan tepada 

Kota} masyarakat mlskln. Pada pertemNnsan 
Kurniawan 
(Karan1 Taruna 
Kljang Kotal 
Yufiadi 
(Pendamplng 
KUBE Teluk 
Sasah) 
Abd. Hamid 
(Pendamplng 
KUBE 
Ds.Pengujan) 
lmpl Rusnlta 
(Pen damping 
KUBE Blntan 

'"'"' Ahmad Yanl 

(Pendamplng 
Kube Os. 
Pengudang) 
Suryana 
(Anggota Kube 

Putri Baharl) 
0. Ernawaty (Ketua 

KUBE Mana;a) 

145 

selanjutnya slst~ penetapan sasaran 

prosram, berubah menjadl penetapan yang 

semi top-down. Dimana kewenangan 

beradiJ di tangan pernerintah pusat yaitu 

Kementerlan Soslal Rl berdasartan Basis 

Data Terpadu (BOT) l<emlsldnan Daerah 

yare ditetapkan oleh nm Naslonal 

Percepatan Penangulangan Kemisldnan 

(TNP2K), Yllli merupakan hasil pendataan 

Badan Pusat Statlstik (BPS). Penetapan 

sasaran prosram inl didasarkan pada 

kriteria-kriteria rumah tangga sasaran 

program yang telah ditetapkan dalam 

Petunjuk Teknis maupun Petunjuk 

Pelaksanaan Prosram. Halini menyebabkan 

sasaran pe11erlma pi'Oiram Yilll tldak 

sesuai dengan kondisi dilaparcan. 

Kegiatan-kesiatan yang meliputl: rekrutmen 

penclamplng.. soslalisasi dan bimbingan 

teknls serta pemberlan bantuan stimulan 

permodalan KUBE. Rekrutmen Pendamping 

tidak dilakukan melalul proses seleksi, 

namun berdasarkan penunjulcan camat yang 

kemudian ditetapkan dengan SK Bupati 

Selanjutnya Sosialisasl program belum 

menjangkau seluruh penerlma manfaat .

1

. 

program, sena pelaksanaan Bimblngan 

Teknis yang singkat, membuat pemahaman I 
KPM terhadap prosram belum mendalam. 

Demikian juga dalam penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan permodalan KUBE 

tldak seluruhnya dikelota secara 

berkelompok, namun ada yang perorangan, 

dan suD-sub kelompok di dalam KUBE. 

Pengembangan jumlah anggota KUBE belum 

terlalcsana, jumlah anuota kelompok 
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Varlabel 
lmpiementasl 
Kebljakan 
Edward Ill 

Tahap Kemltraan 

komunlkasl 

Sumber Daya 

146 

cenderung ber1curang (dari 10 anggota, yang 

aktif hanya sebaglan). Pengembangan 

modal KUBE melalul luran dan tabungan 

kelompok maslh sangat terbatas. Demiklan 

uga pemasaran produk KUBE maslh 

terbatas karena kualitas produk dan 

kemasan maslh rendah serta sertlfikasi 

produk yang belum ternkomodlr. 

Dari 302 KUBE baru sekltar 15 20% 
yang sudah bmnitra denpn dunla usaha, 
serta lembaaa pemerintahan lain. sepertl 
Olna5 Koperasl dalam hal penguatan modal 
usaha KU BE, dan Dlnas Perlnda& daJam 
peningkatan kualltas produk dan 
penerbltan PIRT. 
Proses komunikasi dalam lmplementasl 
program KUBE dl Kabupaten Blntan telah 

berjalan dengan balk. yaitu secara 

berjen)ang soslalisasl dllakukan oleh 

Kementerian Sosial melalui Rakornls setlap 
akhir tahun dan awai tahun, kemudian 

Olnas Sosial Kabupaten melakukan 

Bimblngan Teknis bagl pengurus KUBE dan 
Pendamplng kUBE. Komunlkasl juga 

berlangsung secara rutin melalui rapat 

koordinasi bulanan dan juga pertemuan 
rutin bulanan maslng-maslng KUBE yang 

sudah terjadwal dengan balk. 

Di sisl lain, hambatan dalam lcomunlkasi 

terdapat pada proses soslalisasi program I 

dan Blmbingan Teknls, dengan anggaran 

yang terbatas mengaklbatlcan tidak semua 

anggota KUBE dapat menglkutl soslallsasl 

dan bimblnpn teknis. melainkan hanya 
perwakilan pengurus. 01 samping itu 

pelaksanaan blmblngan teknis dengan 

waktu yang slngkat tidak memberlkan 

pemahaman yang mendalam bagi peserta 

bimblngan teknls tentang KUBE. Slfatnya 
hanya pengenaian secara umum, sehlngga 

pemahaman anggota KUBE maslh dangkal 

dan terbatas. 

Sumber daya yang mendulcung 1 

lmpiementasl Program KUBE dl Kabupaten ' 

Bintan, antara lain: 

- Tersedlanya tenaga pendamping KUBE 

sebanyak 35 orang untuk melakukan 
pendampingan terhadap 302 KUBE yang 

ada dl Kabupaten Blntan. 

- Dukungan dari Pemefintah Pusat dan 

Pemerlntah Daerah balk eksell:utif 

maupun ieglslatif nampak dari besaran 
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Dlsposisi 

147 

jumlah alokasl anggaran unt\Jk program 

KUBE cukup slgnlfikan, yaltu 500 juta 

sampai dengan 1,5 milyar untuk bantuan 

KUBE, dan 350 juta - 500 juta untut dana 

pemblnaan KUBE. 

sedangkan faktor penghambat dapat 

dlamatl dari pernyataan-pemyaatn 

tersebut, antara lain: 

- Pendamping KUBE yare aktlf melatukan 

tugas pendampingan hanya berldsar 40 'J6 

darl Jumlah pendampi!'ll35 orana. 
- Pernbagian "''" pendamplng 

berdasarkan wilayah membuat Jumlah 

KUBE dampinpn tidak sama, dlmana 

sebaglan pendamplr; memlllki KUBE 

dampingan dengan jumiah yang banyak, 

dan dl sisi lain ada pendamplrc hanya 

mendampingl beberapa KUBE, namun 

pemberlan insentlf sa rna rata. 

- Jumlah lnsentif yang diberlkan kepada 

pendamplng tidak memadai, tidak sesual 

dengan beban kerja vaflll: ditanggungnya. 

Demikian juga denpn fasilltas pendukung 

lain sepertl A TIC dan transportasi masih 

dibebankan kepada pendamplng ltu 

sendiri. 

Faktor pendukune: dari variabel dlsposisl 

pada lmplementasi program KUBE dl 

Kabupaten Bintan yaltu: 

Pemahaman dan penguasaan tentang 

tujuan program darl l~ator 

sampal tingkat paling teknis, yaltu 

pendamping KUBE, terungkap dari 

jawaban yang lugas tentane: tugas dan 

funssi masing·maslng. 

Slkap optimisme dan antusias serta 

komitmen implementator untuk 

keberhasilan program ditunjukkan dengan 

upaya membangun jejaring dalam 

pemblnaan dan pengembangan KUBE. 

- Upaya menjaga akuntabiiitas dan 

transparansl 

dltunjukkan 

koordlnasi 

lmplementasi 

melalui 

yang rutin dari para 

implementator. 

program I 

monitoring dan ,l.l 

Sedanskan faktor penghambat variabei 

dsposlsl implementasi program KUBE dapat 

dsebutkan sebapl berlkut: 

- Profeslonalitas lmplementator teknls yaitu 
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Struktur Blrokrasl 

148 

Pendamping KUBE belum tercipta. Tups 

pendampingan maSih merupab:n tugas 
pengabdlan dan wujud kepedulian sosial. 

Oukungan stakeholder dalam membangun 

jejaring kerja pembinaan dan 

pengembangan ICUBE belum optimal, 

sinergitas program belum dapat berjalan 

karena ego sektor dari maslng-maslf'4! 

instansi. 

Faktor pendukung struktur bkokrasl 

impk!mentasi prosram !CUBE dl Kabupaten 

Bintan seba&al berlkut: 

· Mekanlsme dan prosedur pelaksanaan 

program sudah tertuang dalam buku 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknls 

program yare dikeluarkan oleh maslna­

masirc Dlrektorat darl Kementerian SOslal 

Rl . 
• Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 

program telah dljabarkan leblh teknls 

dalam Peraturan Bupati, sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi implementator 

program. 

· Koordlnasi secara vertikal dengan 

Kementerian Sosial dan Dinas Sosial 

Provlnsl Kepulauan Rlau berjalan dengan 

balk,. demlldan JlJia koordinasl secara 
horizontal dengan dinas instansl terkait di 

Kabupaten Bintan. 

isedarckan factor-faktor penghambat dalam 

variabel struktur birokrasi dalam 
impiementasi program KUBE di Kabupaten 

Blntan yairu: 

- Belum ada SOP pelaksanaan program 

KUBE Kabupaten Blntan, sehingga masih 

mengacu pada Jukiak dan Juknis dar! 

Kementerian Sosiai, yang memillkl 

perbedaan darl masing-masing Direktorat. 

- ICoordlnasi lintas sektor yang belum 

optimal dalam pembinaan dan 

pengembangan KUBE. _j 
·-·---···-
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LampiraniV 

Photo-photo Kegiatan PengumpuJao Dam 
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Kegiatan pengumpulan data 
pada Rapat Koordinasi 

Pendamping KUBE di Kantor 
Dinas SosialKabupaten Bintan 

Kegiatan observasi pada KUBE 
Pertanian pada acara Pembinaan 
KUBE oleh Komisi ill DPRD 

Bintan, di Desa Gunung 
Lengkuas Kecamatan Bintan 

Timur 

Kegiatan observasi pada acara 
Penguatan Kapasitas Pen gurus 
KUBE Kabupaten Bintan Tahun 

2017 
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Kegiatan observasi pada acara 
Bimbingan Teknis Pendamping 

dan Pengurus KUBE Kabupaten 
Bintan 

Kegiatan observasi pada acara 
Pembinaan KUBE Prestasi 

Bunga Raya oleh Direktur PFM 
Perdesaan di Desa Gunung 
Kijang Kecamatan Gunung 

Kijang 

Kegiatan observasi pada acara 
Pelatihan Peningkatan Mutu 

Kemasan (Packing) bagi 
Pengurus KUBE 
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Kegiatan pengumpulan data 
pada KUBE Pertanian di Desa 
Sei Lekop Kecamatan Bintan 

Timur 

Kegiatan pengumpulan data 
KUBEMandiri Desa Teluk 
Sasah Kecamatan Seri Kuala 

Lobam 

Observasi produk dan kemasan 
basil produksi KUBE 
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Observasi produk kerajinan 
KUBE 

Wawancara dengan Pengurus 
Karang Taruna Kijang Kota 

Wawancara KUBE Rempah 
Wangi Kelurahan Kijang Kota 

Kecamatan Bintan Timur 

-
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LampiraniV 

Photo-photo Kegiatan PengumpuJao Dam 
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Kegiatan pengumpulan data 
pada Rapat Koordinasi 

Pendamping KUBE di Kantor 
Dinas SosialKabupaten Bintan 

Kegiatan observasi pada KUBE 
Pertanian pada acara Pembinaan 
KUBE oleh Komisi ill DPRD 

Bintan, di Desa Gunung 
Lengkuas Kecamatan Bintan 

Timur 

Kegiatan observasi pada acara 
Penguatan Kapasitas Pen gurus 
KUBE Kabupaten Bintan Tahun 
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Kegiatan observasi pada acara 
Bimbingan Teknis Pendamping 

dan Pengurus KUBE Kabupaten 
Bintan 

Kegiatan observasi pada acara 
Pembinaan KUBE Prestasi 

Bunga Raya oleh Direktur PFM 
Perdesaan di Desa Gunung 
Kijang Kecamatan Gunung 

Kijang 

Kegiatan observasi pada acara 
Pelatihan Peningkatan Mutu 

Kemasan (Packing) bagi 
Pengurus KUBE 
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Kegiatan pengumpulan data 
pada KUBE Pertanian di Desa 
Sei Lekop Kecamatan Bintan 

Timur 

Kegiatan pengumpulan data 
KUBEMandiri Desa Teluk 
Sasah Kecamatan Seri Kuala 

Lobam 

Observasi produk dan kemasan 
basil produksi KUBE 
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Observasi produk kerajinan 
KUBE 

Wawancara dengan Pengurus 
Karang Taruna Kijang Kota 

Wawancara KUBE Rempah 
Wangi Kelurahan Kijang Kota 

Kecamatan Bintan Timur 

-
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Wawancara dengan Kasubbag 
Program Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan 

Wawancara dengan Kasi 
Penanganan Fakir Miskin Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan 

Wawancara Lurah Tanjung 
Uban Kota Kecamatan Bintan 

Utara 
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Wawancara dengan Kasubbag 
Program Dinas Sosial 

Kabupaten Bintan 

Wawancara dengan Kasi 
Penanganan Fakir Miskin Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan 

Wawancara Lurah Tanjung 
Uban Kota Kecamatan Bintan 

Utara 
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Wawancara dengan Pendamping 
KUBE (Impi Rusnita) 
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